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Skripsi ini berjudul : “IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO.110 TAHUN 2016 TENTANG 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KEDUDUKAN 
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN 
DESA (BPD) DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan 
Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang)”.  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disebut juga 
dengan parlemennya desa dibentuk sebagai wadah atau lembaga perwakilan masyarakat desa untuk 
menyalurkan aspirasi masyarakat tentang apa yang dibutuhkan oleh desa, oleh karena itu pemilihan 
keanggotaan BPD menjadi ajang yang sangat penting, oleh sebab itu sesuai dengan pasal 5 ayat (1) 
“Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan 
secara langsung atau musyawarah perwakilan” dan pasal 8 ayat (1) pengisian anggota BPD 
berdasarkan keterwakilan perempuan harus memilih minimal 1 orang perempuan sebagai anggota 
BPD”, sehingga nantinya wakil perempuan untuk menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan 
perempuan sesuai pasal 8 ayat (2). Dengan demikian pengisian BPD harus memperhatikan 
keterwakilan perempuan, namun nyatanya di Desa Cinta Rakyat tidak ada seorangpun perempuan 
yang menjadi lembaga BPD, sehingga implementasi Permendagri No.110 tahun 2016 tentang BPD 
terhadap kedudukan keterwakilan perempuan tidak terlaksana di Desa Cinta Rakyat. Hal ini 
menghantarkan kepada pemikiran perlu adanya penelitian, sehingga dalam penulisan skripsi ini, 
penulis membahas tentang bagaimana implementasi Permendagri No.110 tahun 2016 tentang BPD 
terhadap kedudukan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat, Bagaimana 
kondisi/keadaan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat, Bagaiamana 
tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Permendagri No.110 tahun 2016 tentang BPD terhadap 
kedudukan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat. Dalam penelitian 
skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empirise yaitu mengkaji ketentuan hukum 
yang berlaku dan dikaitkan dengan apa yang terjadi pada masyarakat, kemudian terjun langsung 
kelapangan melihat bagaimana penerapan peraturan tersebut, supaya lebih terperinci sehingga dapat 
dianalisis dan menginterpretasikan melalui data yang terkumpul, menggunakan sumber data yaitu 
primer, sekunder dan tersier.Data primer didapatkan dari wawancara langsung kepada sekretaris desa, 
kepala dusun, kaur desa, anngota BPD serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam pemilihan BPD di 
Desa Cinta Rakyat. Data sekunder didapatkan  dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, yang 
berhubungan dengan penelitian. Data tersier didaptkan dari internet, kamus-kamus, media cetak dan 
sebagainya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permendagri No.110 tahun 2016 
tentang BPD terhadap kedudukan keterwakilan perempuan dalam BPD di Desa Cinta Rakyat  belum 
terlaksana, dikarenan dari hasil pemilihan tidak ada seorangpun perempuan yang terpilih dalam BPD 
di Desa Cinta Rakyat, karena berdasarkan yang penulis amati bahwa tidak adanya calon perempuan 
dalam daftar pencalonan anggota BPD dikarenakan budaya patriarkhi yang masih melekat di desa 
cinta rakyat sehingga masyarakat tidak ada perempuan yang mencalonkan diri ataupun ketersediaan 
untuk dicalonkan menjadi Lembaga BPD, kemudian alasannya ketidaktahuan panitia pemilihan 
apalagi masyarakat mengenai dasar aturan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD sehingga 
kurangnya informasi serta tidak adanya sosialisasi oleh masyarakat tentang aturan keterwakilam 
perempuan dalam BPD. Dari pandangan fiqh siyasah seharusnya suatu lembaga pemerintahan harus 
tunduk kepada aturan yang telah dibuat serta di dalam islampun tidak melarang perempuan menjadi 
wakil rakyat sepanjang dia mampu dan mau mengemban amanah yang menjadi tugasnya, di dalam 
pemilihan anggota BPD di Desa Cinta Rakyat tidak memperhatikan adanya keterwakilan perempuan, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam implementasi Permendagri No.110 tahun 2016 tentang 
BPD terhadap kedudukan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat 
ditinjau dari fiqh siyasah  belum terlaksana aturan tersebut sebagaimana mestinya. 
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A. Latar Belakang 
Indonesia terdiri dari beberapa pulau dan diantara pulau itu terdapat berbagai 
daerah yang terdiri dari provinsi, Kota Madya dan juga Kabupaten, serta ketingkat 
Desa mengingat Indonesia adalah negara yang sangat luas maka perlu adanya 
bantuan pemerintah daerah hingga ke akar rumput dalam menjalankan roda 
pemerintahan dengan tujuan memakmurkan rakyat Indonesia. 
Agar semua ini dapat dicapai sesuai apa yang diharapkan maka pemerintah 
melaksanakan sistem pemerintahan dalam bentuk desentralisasi maksud tujuannya 
adalah agar mempermudah pelaksanaan pemerintahan yang teratur dan sistematis. 
Maka dibentuklah delegasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, 
kabupaten/kota hingga sampai kepada level yang paling bawah yaitu pemerintahan 
desa. Pemerintahan desa memiliki otonomi desa yang sah dan telah diakui dalam 
pelaksanaan pelayanan, pemebrdayaan, dan pembangunan di desa, maka pemerintah 
desa juga memerlukan struktur pemerintahan dan struktur lembaga desa agar dapat 
menjalankan sistem pemerintahan desa dengan baik.1 Dengan demikian, dalam 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 2 menyatakan 
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.
                                                          





Pemerintahan desa tidak hanya terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh 
perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan kepentingan 
masyarakat, namun juga terdiri dari masyarakat setempat yang tergabung menjadi 
suatu kelompok yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD).2 Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) bukan merupakan lembaga pertama yang berperan 
sebagai lembaga yang penyalurkan aspirasi masyarakat melainkan perbaikan dari 
lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya, seperti LMD yang direvisi menjadi 
Badan Permakilan Desa (BPD) yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
diubah meenjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dipertegas dan diatur 
pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dan diatur secara lebih 
khusus dan spesifik dalam Permendagri (Peraturan Mentri Dalam Negeri) No.110 
Tahun 2016 Tentang BPD (Badan Permusyawaratan Desa).3 Karena itu Badan 
Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan 
nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis.4 Sehingga Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari 
                                                          




pada tanggal 05 Mei 2021, Pukul 10.20 Wib. 
3Ibid, hlm. 74  
4 Permendagri (Peraturan Mentri Dalam Negeri) No.110 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 4, diakses dari 
https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-110-2016-badan-permusyawaratan-desa, diunduh 





pemuka-pemuka masyarakat di desa sebagai lembaga perwujudan demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa atau sering disebut sebagai Parlemennya Desa.5  
Berkenaan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka BPD sebagai 
lembaga pemerintah desa yang perannya sebagai pengatur dan pengendali kehidupan 
masyarakatnya dalam menjalankan urusan pemerintahan tentunya harus berdasarkan 
wewenang yang telah diberikan oleh undang-undang, sehingga nantinya tidak 
berujung pada penyalah gunaan wewenang. Dengan demikian, Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran besar dalam membantu Kepala 
Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara menyeluruh. 6 
Sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk sebagai wadah atau 
lembaga perwakilan masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasi masyarakat tentang 
apa yang dibutuhkan oleh desa. Oleh karena itu musyawarah penetapan anggota BPD 
ini tidak kalah penting untuk diperhatikan karena menyangkut keberlangsungan 
kesejahteraan masyarakat desa.7 Sehingga membuat pengrekrutan Anggota BPD di 
Desa menjadi salah satu ajang pemilihan aparatur Desa yang sangat berarti di sebuah 
Desa. Maka pengisian anggota BPD berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan secara demokratis. Artinya proses 
pelaksanaan pengisiannya harus dilaksanakan dengan pemilihan oleh masyarakat itu 
                                                          
5Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh, (Jakarta: PT.Raja 
Grafindo, 2010), hlm. 13. 
6Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 “Tentang Peraturan 
Pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004”, diakses dari http//www.hukumonline.com/, diunduh pada 
tanggal 04 Mei 2021,pukul 21.30 WIB. 
7Hanif Nurcholis, Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta: 





sendiri, karena BPD merupakan lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan 
masyarakat desa.8  
Terkait teknis pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di atur 
secara rinci dalam Permendari (Peraturan Mentri Dalam Negeri) No.110 Tahun 2016 
Pasal 5 ayat 1 yaitu Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan 
secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah 
perwakilan.9 Dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 
2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 9 ayat (2) yaitu pemilihan 
dilakukan dengan musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Kepala Dusun, 
tokoh masyarakat, ketua Rukun Tetangga (RT) serta perwakilan masyarakat dari 
setiap dusun. Dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan keputusan Kepala 
Desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur 
masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.10 Sedangkan masa jabatan anggota 
BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan 
berikutnya. Namun untuk masa keanggotaan BPD dijelaskan paling banyak 3 (Tiga) 
kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 
Adapun untuk penentuan jumlah anggota BPD yang diatur dalam 
Permendagri (Peraturan Mentri Dalam Negeri) No.110 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 2 
yaitu ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling 
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banyak 9 (sembilan) dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan 
kemampuan keuangan Desa..11 Sehingga dpertegas dalam Pasal 58 ayat (1) UU Desa 
bahwa keanggotan BPD harus memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan 
kemampuan keuangan desa.12  
  Demikian pula perempuan, baik sebagai individu maupun golongan mendapat 
kesejajaran hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban itu dimiliki oleh 
kaum laki-laki.13 Sehingga berdasarkan ketentuan didalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat (1) dan (2) tersebut bahwa setiap 
warga negara semua sama dimata hukum tidak ada pengecualian antara kaum laki-
laki maupun kaum perempuan dan semua warga Negara berhak mendaapatkan hak-
haknya tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan14. Karena, 
setiap pribadi manusia dapat dipastikan mempunyai kecenderungan untuk 
menyamakan bahkan melebihi dengan kawannya yang berprestasi baik. Oleh 
karenanya perempuan adalah makhluk  rasional, kemampuannya sama dengan laki-
laki sehingga harus diberikan kedudukan dan hak yang sama dengan laki-laki.15 
Keterwakilan perempuan dalam bidang politik, pembangunan maupun pemerintahan 
terutama pada Badan Permusyawarataan Desa (BPD) bukan tanpa alasan yang 
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tanggal 05 Mei 2021,Pukul 10.30 Wib. 
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mendasar dibuat kebijakan yang mengaturnya. Di Indonesia sendiri, prinsip 
persamaan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin dalam UUD 1945 pasal 27 
dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang 
telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984. Dalam konvensi ini 
partisipasi politik perempuan diatur dalam pasal 7 yang antara lain memuat ketentuan 
sebagai berikut :16 
a. Jaminan persamaan hak untuk memilih dan dipilih. 
b. Jaminan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan 
implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan, dan melaksanakan 
segala fungsi pemerintahan di semua tingkat. 
c. Berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan. 
Seacara umum Islam memandang laki-laki dan perempuan tanpa 
membedakan kedudukan dan jenis kelamin. Sebagai hamba Allah Swt, laki-laki dan 
perempuan adalah sama-sama insan (manusia) dengan segala potensi yang 
dimilikinya masing-masing dan memberikannya beban hukum yang sama tanpa 
adanya perbedaan. 
Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai sasaran Taklif 
(pembenaan hukum) tanpa membedakan kedudukan dari sisi jenis kelamin. Sebagai 
hamba Allah Swt, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia dengan 
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potensinya yang sama dari sisi insaniyah (kemanusian)nya. Dalam hal ini Allah Swt 
telah memberi beban hukum yang sama tanpa ada pembedaan.17 
Kehadiran Islam sebagai penuntun, pembawa kabar gembira dan sekaligus 
pemberi peringatan bagi manusia, membuat pandangan terhadap perempuan berubah, 
harkat martabatnya pun naik, dan tindak kekerasan serta kesewenang-wenanganpun 
dihilangkan. Islam mendeklarasikan lakilaki dan perempuan senantiasa 
berkedudukan sama, Islam pun memberikan perempuan hak-hak syar’iy, hak-hak 
sipil, hak-hak kemanusiaan termasuk juga hak-hak politik.18 
Dalam Islam kedudukan perempuan sama dengan kedudukan laki-laki, yang 
membedakan hanyalah amal shaleh mereka sesuai dengan disebutkan dalam al-
Qur’an surah an-Nahl ayat 97 dan 98. Begitu pula kedudukan keduanya dalam 
politik, keduanya mempunyai hak yang sama yaitu mempunyai kebebasan untuk 
menduduki lembaga politik tentunya berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. 
Demikian keterwakilan perempuan penting dalam keanggotaan BPD secara 
lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa Pasal 72 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengisian keanggotaan BPD 
menjamin keterwakilan perempuan. 
Pengaturan mengenai keterwakilan dalam keanggotaan BPD secara tegas dan 
spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 
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tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 6 yang menyatakan “Pengisian anggota 
BPD, dilakukan melalui : pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan 
pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.”19  
Melihat aturan diatas maka sudah semestinya setiap desa melaksanakan 
aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, dimana setiap desa memilih 1 (satu) orang 
perempuan yang duduk menempati sebagai anggota BPD. Seperti yang terkandung 
didalam Permendagri Nomor 110 tahun 2016 di dalam pasal 8:20  
(1)  Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang 
perempuan sebagai anggota BPD. 
(2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksut pada ayat (1) adalah perempuan 
warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki 
kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan 
perempuan. 
(3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih. 
 
Namun di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli 
Serdang. Berdasarkan  hasil observasi awal yang peneliti lakukan di lapangan yaitu 
Desa Cinta Rakyat, peneliti menemukan pemilihan menggunakan sistem 
musyawarah perwakilan dari setiap dusun mewakili 2 orang sebagai pemilih, 
kemudian siapa yang paling banyak mendapatkan suara maka ia yang akan duduk 
menempati posisi keanggotan BPD, namun dalam hal ini masih belum teralisasi  
aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah yaitu permendagri pasal 8 ayat 1 tentang 
minimal 1 kuota keterwakilan perempuan yang menduduki kursi dalam BPD, terlihat 
dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan untuk melilih Sembilan 
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anggota BPD yang akan menduduki kursi BPD dengan memperhatikan keterwakilan 
wilayah dan perempuan. Namun nyatanya kedudukan keterwakilan perempuan 
dalam pemilihan  BPD tidak ada seorangpun perwakilan perempuan yang menduduki 
dalam keanggotan BPD. Padahal sudah dijelaskan diatas dalam Permendagri No.110 
Tahun 2016 Pasal 8 ayat 1 kouta keterwakilan perempuan minimal 1 orang yang 
harus duduk sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 
Berdasarkan hasil observasi awal dari informasi sekretaris desa bahwasannya 
ia mengatakan: 
“Masyarakat yang memilih masih banyak kurang pemahaman 
mengenai aturan yang telah diatur dalam Permendagri No.110 Tahun 2016 
yang seharusnya memilih perwakilan minimal kuota yang duduk satu 
orang keterwakilan perempuan, yang mana masyarakat masih cenderung 
berfikir perempuan masih dianggap kurang lazim dalam mengikuti politik. 
Kemudian menurutnya panitia dari pelaksana juga kurang memahami 
aturan teknis permendagri tersebut sehingga yang paling unggul (banyak) 
mendapatkan suara maka ialah yang duduk”.21 
 
Selain itu banyak faktor lainnya yang belum diketahui mengapa implementasi 
Permendagri No.110 Tahun 2016 terkhusus mengenai kedudukan keterwakilan 
perempuan belum terealisasikan dengan semestinya. Dengan demikian,tentunya jika 
tidak ada terimplementasi Keterwakilan Perempuan dalam menempati Kedudukan 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka kebijakan yang akan timbul akan tidak 
pro terhadap perempuan.22 Karena sejatinya keterwakilan prempuan adalah untuk 
menyuarakan kepentingan prempuan, sebab yang mengetahui tentang kebutuhan 
serta kepentingan prempuan adalah prempuan sendiri, sehingga kepentingan-
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kepentingan prempuan memang harus lebih baik disuarakan oleh prempuan. Oleh 
karenanya perempuan didalam BPD yang ditujukan untuk dapat meningkatkan hak-
hak dan kepentingan perempuan yang dapat diakomodir oleh negara merupakan 
suatu bentuk keadilan dan kepastian hukum dalam bentuk negara hukum (rechtstaat). 
Dengan demikan, keterlibatan prempuan dalam BPD harus ada keterwakilan 
prempuan paling sedikit satu, hal ini menjadi kesempatan bagi perempuan dalam 
memberikan masukan dan inspirasi kepada pemerintahan desa sesuai dengan fungsi 
yang dimiliki oleh BPD.23 
Dalam tinjuan Fiqh Siyasah24. Fiqh siyasah mempunyai peran untuk 
melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui 
peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar negara. Maka dalam hal yang 
berhubungan terhadap implementasi permendagri No.110 Tahun 2016 tentang BPD 
terhadap kedudukan keterwakiilan perempuan dalam pemilihan BPD ini termasuk 
kedalam kajian Siyasah Dusturiyah. Menurut Muhammad Iqbal yang tertuang di 
dalam bukunya “Konstektualisasi doktrin politik islam” Siyasah Dusturiyah adalah 
bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam 
bagian ini dibahas antara lain peneran legislasi (menerapkan bagaimana cara 
perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar 
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penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu, kajian ini juga membahas 
konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah 
dan warga negara. Sehingga tujuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini 
untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan unuk memenuhi kebutuhan manusia 
yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah.25 Karena itu, objek kajian Siyasah 
Dusturiyah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan 
guna untuk mengatur negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran islam. 
Adapun kajian fiqh siyasah keberadaan Badan Permusyawaratan Desa 
sebagai lembaga legislatif ditingkat desa dikatakan sama dengan ahlu al-halli wa al-
aqdi.Ahlu al-halli wa al-aqdi Ibn Taimiyah menyebutnya dengan Ahlul-syawkah. 
sebagian lagi menyebutkan ahl al-syura atau al-ijma, sementara al-Baghdadi 
menamakan mereka dengan Al-ijtihad. Namun semuanya mengacu pada pengertian 
“sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan 
arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup 
mereka”.26 Karena ahlu al-halli wa al-aqdi sebagai orang yang memilki kewenangan 
untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Karena itu keberadaan 
ahlu al-halli wa al-aqdi ini mempunyai tugas dan wewenang diantaranya adalah 
bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-
Undang,menetapkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak 
bertentangan dengan dasar-dasar syariah islam terutama Al-Quran dan sunah. 
Dengan demikian Siyasah Dusturiyah ini masuk kedalam bagian  Tashri’iyyah 
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adalah salah satu bagian dari Siyasah Dusturiyah yang membahas dan mengkaji 
tentang kekuasaan pemerintah islam dalam menetapkan hukum oleh lembaga 
legislatif.27 Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam fiqh siyasah yaitu: 
a)Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang 
akan di berlakukan dalam masyarakat islam, b) masyarakat islam yang akan 
melaksanakan, c) isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dari 
syariat islam.28 
  Namun aturan yang dibuat pemerintah terkait Permendagri No.110 Tahun 2016 
tentang kedudukan keterwakilan perempuan dalam BPD tidak terlaksanakan di Desa 
Cinta Rakyat, padahal tertuang dalam al-quran: 
ْوهُ  ُسْوَل َواُوِلى اْْلَْمِر ِمْنكُْمْۚ فَِاْن تَنَاَزْعتُْم فِْي شَْيٍء فَُردُّ َ َواَِطْيعُوا الرَّ ا اَِطْيعُوا ّٰللاه ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوٰٓ
اَْحَسُن تَأِْوْيًل  ِخِرِۗ ٰذِلَك َخْيٌر وَّ ِ َواْليَْوِم اْْلٰ ُسْوِل اِْن ُكنْتُْم تُْؤِمنُْوَن بِاّٰلله ِ َوالرَّ   اِلَى ّٰللاه
“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa': 59).29  
 
Berdasarkan ayat Q.S An-Nisa’:59 menegaskan bahwasannya harus mentaati 
pemimpin, sehingga peraturan yang dibuat oleh pemimpin seperti Peraturan Mentri 
Dalam Negeri No.110 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 1 Tentang Kedudukan keterwakilan  
perempuan minimal 1 orang yang harus duduk dalam BPD yang dengan ayat diatas 
dapat dilihat harus dilaksanakan, karena tujuan peraturan perundang-undangan dibuat 
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untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia 
yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah. 
Dari pandangan fiqh siyasah dusturiyah seharusnya suatu lembaga 
pemerintahan dan masyarakat harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat serta di 
dalam Islam pun tidak melarang perempuan menjadi wakil rakyat ataupun pemimpin 
sepanjang dia mampu dan mau mengemban amanah yang menjadi tanggung 
jawabnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam pemilihan anggota BPD 
Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang belum 
sepenuhnya menjalankan aturan yang dibuat khususnya untuk kedudukan 
keterwakilan perempuan. Sehingga jika tidak ada yang mewakili perempuan hak 
perempuan merasa merugi karena sejatinya keterwakilan prempuan dalam Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) pastinya memperjuangkan hak-hak perempuan dan 
politik perempuan dapat lebih mudah diperhatikan, karena yang mengetahui kondisi 
perempuan adalah perempuan itu sendiri. 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, perlu dilakukan 
penelitian yang lebih mendalam tentang mengapa tidak adanya seorang yang 
mewakili sebagai keterwakilan perempuan yang menduduki keanggotan Badan 
Permusyawaratan Desa dalam Pemilihan, Sesuai Amanah Permendagri No.110 
Tahun 2016. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk mengadakan Penelitian lebih 
lanjut, untuk itu maka penulis mengangkat Judul : “IMPLEMENTASI 
PERMENDAGRI NO.110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN 
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KEDUDUKAN 





PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DITINJAU DARI FIQH SIYASAH”. 
(Studi Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli 
Serdang)” 
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang dikemukakan diatas, 
maka ada beberapa pokok yang penting untuk dibahas dan diajukan sebagai rumusan 
masalah. Adapun yang jadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana Implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang BPD 
terhadap Kedudukan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan BPD Di Desa 
Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang? 
2. Bagaimana Kondisi/keadaan Keterwakilan  Perempuan Dalam Pemilihan BPD 
Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang? 
3. Bagaimana Tinjuan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Permendagri No.110 
Tahun 2016 Tentang BPD terhadap Kedudukan Keterwakilan Perempuan dalam 
Pemilihan BPD Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten 
Deli Serdang? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari 
rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang dilakukan akan memiliki tujuan yang 





1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 
Tentang BPD terhadap kedudukan keterwakilan perempuan dalam pemilihan 
BPD Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli 
Serdang. 
2. Untuk mengetahui bagaimana kondisi perempuan dalam pemilihan BPD di Desa 
Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. 
3. Untuk mengetahui bagaimana Tinjuan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi 
Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang BPD terhadap kedudukan 
keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD Di Desa Cinta Rakyat, 
Kecama`tan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. 
 
D. Manfaat Penelitian  
Dari penelitian yang dilakukan maka penulis berharap semoga penelitian ini 
dapat memberikan manfaat yang berarti. Adapun manfaat penelitiannya adalah 
sebagai berikut: 
1. Secara Teoritis, yaitu: 
a) Penelitian ini bermanfaat bagi penulis adalah menambah dan memperluas 
wawasan/pengetahuan penulis dalam penulisan terhadap permasalahan yang 
penulis teliti, serta diharapkan dapat juga dapat di gunakan sebagai acuan 
atau referensi untuk penelitian yang sejenisnya atau dapat dijadikan sebagai 
bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan berbagai konsep kajian yang 






b) Untuk menghadirkan pola pemikiran baru dalam pemikiran politik, 
khususnya yang berkaitan dengan politik islam dilingkungan masyarakat 
desa atau perguruan tinggi dan pola pemikiran baru sebagai sumbangsi 
pustaka dalam siyasah/politik hukum islam. 
2. Secara Praktis, yaitu: 
a) Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi kepada masyarakat Desa 
tentang urgensi implementasi kedudukan keterwakilan perempuan dalam 
BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sesuai dengan Permendagri No.110 
Tahun 2016, karena jika adanya keterwakilan perempuan didalam desa, 
pastinya sangat membantu untuk memperjuangkan dan menyuarakan hak 
politik dari perempuan di desa. 
b) Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan aparatur 
desa dan masyarakat desa dalam menjalankan pelaksanaan pemilihan BPD 
yang sesuai dengan Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang Kedudukan 
Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan BPD. 
c) Penelitian ini berguna untuk mengetahui penyebab ketidak implementasi 
Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang kedudukan keterwakilan 
perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut 
Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. 
 
E. Telaah Pustaka (Kajian Terdahulu) 
Sejauh penelitian penulis, sampai saat ini penelitian tentang Keterwakilan 





pengkajian hukum berdasarkan penemuan suatau masalah. Namun sejauh 
pengamatan penelitian dan berdasarkan hasil analisis cek bersih judul di Fakultas 
Syariah dan Hukum UIN-Sumatera Utara sampai disusunnya penelitian ini belum 
ada secara jelas dan spesifik membahas mengenai hal tersebut. Dengan demikian dari 
pengamatan penulis ada beberapa karya maupun tulisan yang berhubungan dengan 
hal ini, sehingga adanya skripsi ini bisa jadi pelengkap dalam penelitian sebelumnya. 
Penelitian dahulu yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya yaitu:  
1. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Rahmad Nawawi Lubis (2019) Fakultas 
Syariah Dan Hukum, UIN-Sumatera Utara, yang berjudul “Analisis Undnag-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Keterwakilan Perempuan 30% Pada 
Pencalonan Anggota Legislatif Di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 .30  
Dalam penelitian skripsi yang dibuat oleh Rahmad Nawawi Lubis ini membahas 
mengenai analisis keterwakilan perempuan tidak terpenuhi dalam kuota 30% dalam 
pencalonan legislatif di Kabupaten Mandailing tahun 2019. Dengan demikian dalam 
penelitian ini ingin melihat bagaimana ketentuan UU No. 7 Tahun 2017mengatur 
pencalonan legislatif di Kabupaten Madina dan bagaimana  realitas pelaksanaan yang 
dijalani sesuai dengan No. 7 Tahun 2017 pada pemilihan anggota legislatif di 
Kabupaten Mandailing tahun 2019. 
2. Penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel hukum oleh Alef Musyahadah 
Rahmah (2019) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto 
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,yang berjudul “Kebijakan Pengaturan Hak Keterwakilan Perempuan Di BPD 
Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banyumas”.31 
Hasil penelitian mengkaji Perda Banyumas sudah mengatur keterwakilan 
perempuan dalam pengisian keanggotaan BPD, akan tetapi dengan adanya ketentuan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 yang 
merupakan ketentuan baru, dimana dalam Pasal 73 mengamanatkan pembentukan 
Perda sebagai peraturan pelaksana Permendagri tersebut, maka Perda Banyumas 
tentang BPD perlu diganti menyesuaikan dengan Permendagri tersebut.  
3. Penelitian yang ditulis dalam bentuk Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro oleh Ahmad Wildan Sukhoyyah dkk, yang berjudul “Pemilihan 
Wanita Dalam BPD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa Di Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Persfektif Gender”.32  
Penelitian Ahmad Wildan Sukhoyyah dkk  membahas tentang pemilihan wanita 
dalam BPD yang sering disandingkan dengan gender. Namun hasil penelitian bahwa 
terdapat perempuan yang terpiilih dalam pemilihan BPD namun pemilihannya tak 
lepas dari pengaruh persfektif jender. 
Dari judul terhadulu yang penulis paparkan diatas, maka penulis tidak 
menemukan kesamaan judul dari beberapa literatur yang telah penulis baca sesuai 
                                                          
31 Alef Musyahadah Rahmah, “Kebijakan Pengaturan Hak Keterwakilan Perempuan Di BPD 
Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banyumas”, Artikel, (Purwokerto:Universitas Jendral 
Sudirman Fakultas Hukum,2019). 
32 Ahmad Wildan Sukhoyya dkk, Pemilihan Wanita Dalam Badan Permusyawaratan Desa 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang Ditinjau 
Dari Persfektif Gender,Jurnal Hukum, Vol.7 Nomor 1, fakultas hukum Universitas Diponegoro, 





dengan “IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO.110 TAHUN 2016 
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP 
KEDUDUKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DITINJAU DARI FIQH 
SIYASAH. (Studi Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten 
Deli Serdang)”. Sehingga penelitian masih relevan untuk dikaji lebih mendalam. 
 
F. Kerangka Teori 
Untuk memperjelas dan memperdalam pembahasan tema, penulis 
menggunakan konsep dan teori, dalam hal ini yang dimaksud merupakan butir-butir 
pendapat, teori, tesis yang berguna sebagai pegangan yang merupakan masukan 
eksternal bagi penyusun skripsi ini antara lain: 
1. Konsep Implementasi 
Implementasi apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya 
kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif misalnya 
yang menyangkut skripsi ini adalah peraturan berbentuk Permendagri(Peraturan 
Mentri Dalam Negeri) No.110 Tahun 2016 dan kemudian didiamkan dan tidak 
dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan 
atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. 
2. Teori Kedudukan Keterwakilan Perempuan Dalam Badan 
Permusyawaratan Desa  
Menurut Biddle dan Thomas, keikutsertaan seseorang dalam sebuah aturan 





perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.Itu artinya, 
laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki peluang untuk berperan dalam 
bidang politik, ekonomi, agama, media dan sebagainya.33 
Dalam jurnal yang berjudul Peran Perempuan Di Badan Permusyawaratan 
Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Gunung Tumpeng Kec.Suruh Dan Desa 
Bantal Kec.Bancak Kab.Semarang yang ditulis oleh Dimas Luqmanul Hakim, 
menjelaskan bahwa Peran serta perempuan dalam politik sangatlah penting karena 
keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan 
mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, 
serta turut serta dalam proses pembangunan. Maka keterwakilan perempuan adalah 
untuk menyuarakan kepentingan perempuan, kepentingan perempuan memaang 
harus lebih baik disuarakan oleh perempuan itu sendiri karena mereka sesungguhnya 
paling mengerti kebutuhan perempuan. 
Dalam pandangan agama pun menurut Ikwan Fauzi juga tidak ada larangan 
bagi kaum perempuan untuk berperan dalam keikutsertaannya dalam pemerintahan. 34 
Hal tersebut senada dengan apa yang telah termaktub dalam Al-quran dimana antara 
laki-laki dan perempuan tidak ada yang dibedakan antara memilih atau dipilih untuk 
dapat mengatur urusan masyarakat (umum), seperti yang terdapat dalam Surat At-
Taubah ayat 71: 
َواْلُمْؤِمنُْوَن َواْلُمْؤِمٰنُت بَعُْضُهْم اَْوِليَۤاُء بَْعٍضٍۘ يَأُْمُروْ َن بِاْلَمْعُرْوِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُِقيُْمْوَن 
َ َعزِ ْيٌز َحِكيْمٌ  ُ ِۗاِنَّ ّٰللاه ىَِٕك َسيَْرَحُمُهُم ّٰللاه
ۤ
َ َوَرسُْولَٗه ِۗاُوٰل ٰكوةَ َويُِطيْعُْوَن ّٰللاه ٰلوةَ َويُْؤتُْوَن الزَّ  الصَّ
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“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagaian 
mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh 
(berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan 
sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-nya. Mereka 
akan diberi rahmat oleh Allah swt. Sungguh, Allah maha perkasa lagi maha 
bijaksana” (At-Taubah : 71).35 
 
  Dengan demikian seharusnya suatu lembaga pemerintahan dan masyarakat 
harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat sesuai amanah Q.s An-Nisa 59: 
ْوهُ  ُسْوَل َواُوِلى اْْلَْمِر ِمْنكُْمْۚ فَِاْن تَنَاَزْعتُ ْم فِْي شَْيٍء فَُردُّ َ َواَِطْيعُوا الرَّ ا اَِطْيعُوا ّٰللاه ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوٰٓ
ِخِرِۗ ٰذِلَك َخْيٌر وَّ اَْحَسُن تَأِْوْيًل  ِ َواْليَْوِم اْْلٰ ُسْوِل اِْن ُكنْتُْم تُْؤِمنُْوَن بِاّٰلله ِ َوالرَّ   اِلَى ّٰللاه
 
“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa': 59).36  
 
 
Berdasarkan ayat Q.S An-Nisa’:59 menegaskan bahwasannya harus mentaati 
pemimpin, sehingga peraturan yang dibuat oleh pemimpin seperti Peraturan Mentri 
Dalam Negeri No.110 Tahun 2016 Tentang Kedudukan keterwakilan  perempuan 
yang harus duduk dalam BPD yang dengan ayat diatas dapat dilihat harus 
dilaksanakan, karena tujuan peraturan perundang-undangan dibuat untuk 
merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang 
merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah. 
 
                                                          
35 Ima Malia, Pendidikan Sosial Yang Terkandung Dalam Surat At-Taubah Ayat 71, Skripsi 
Sarjana, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 5. 
36 Ayunda, Tafsir Ayat Surah an-nisa 59, diambil dari https://tafsirweb.com/1591-quran-





G. Metode Penelitian  
Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam 
mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk 
memperoleh kebenaran data dalam penelitian.37 Dengan demikian, penulis perlu 
melakukan penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah 
yang akan di bahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat dan jelas. Oleh 
sebab itu ada beberapa langkah penelitian yang di lakukan penulis yaitu: 
1. Jenis Dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian 
hukum yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku yang dikaitkan 
dengan apa yang terjadi pada masyarakat.38 Dengan demikian dalam hal ini yuridis 
yang digunakan yaitu  untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan 
seperti dalam hal ini Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang kedudukan 
keterwakilan perempuan dalam BPD sedangkan empirisnya digunakan untuk 
menganalisa kejadian lapangan mengapa tidak adanya keterwakilan perumpuan 
minimal 1 orang dalam kedudukan BPD di Desa Cinta Rakyat, Kec.Percut Sei Tuan, 
Kab.Deli Serdang yang seharusnya ada untuk memperjuangkan wanita. 
Oleh sebab itu penelitian yuridis empiris ini juga sering disebut dengan 
penelitian lapangan (field reseach). Penelitian lapangan (field research), yaitu suatu 
                                                          
37 Sukiati, Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar, (Medan: Perdana Publishing, 2017), 
hlm. 8. 






penelitian yang dilakukan terhadap kedaan sebenarnya/nyata yang terjadi di 
masyarakat untuk meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data yang jelas 
serta konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti 
dengan menggunakan pendekatan sosial (social approuch). Dalam penelitian 
lapangan perlu di tentukan populasi39 dan sampel40.41 Maka dalam skripsinya 
populasinya adalah seluruh komponen yang mengetahui tentang BPD.  
b. Sifat Penelitian  
Dilihat dari sifatnya,penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu metode 
pemikiran yang mendalam tentang suatu subjek dilapangan, berupa kata-kata tertulis 
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati di lapangan yang 
digunakan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, yang 
bertujuan untuk mengungkapkan masalah atau keadaan sebagaimana adanya atau 
berdasarkan fakta-fakta yang ada.42 
 
2. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini yang dijadikan lokasi penelitian  adalah Desa Cinta 
Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan, Alasan diadakan penelitian dilokasi tersebut 
antara lain: 
                                                          
39 Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah 
yang menjadi sasaran penelitian. 
40 Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Teknik yang digunakan 
adalah Purposive Sampling yaitu penentuan sample dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus 
sehingga layak dijadikan sampel. 
41 J Lexy, Metodologi penelitian hukum, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 48 
42 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 





a. Karena di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang sesuai dengan 
penelitian. 
b. Karena di lokasi tersebut dapat tersedia cukup berbagai sumber data yang 
dibutuhkan pada saat penelitian. 
 
3. Sumber Data 
Data penelitian ini diambil dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan 
objek yang sedang dikaji. Adapun penulis mengklasifikasikan sumber-sumber data 
tersebut sebagai berikut: 
a. Sumber Data Primer adalah sumber yang dijadikan objek utama penelitian 
yaitu: Sekretaris Desa, Kaur Desa, Kepala Dusun, Anggota BPD,Perwakilan  
Toko Masyarakat Desa Cinta Rakyat, Kec. Percut Sei Tuan, Kab.Deli 
Serdang. 
b. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang dapat dijadikan sebagai 
pendukung data pokok.43 Sumber dari data sekunder dalam penelitian ini 
diambil dari berbagai refrensi dan buku-buku,undang-undang dan hasil 
penelitian atau hasil karya ilmiah, dan  tulisan atau pendapat dari para sarjana 
hukum mengenai kedudukan keterwakilan perempuan dalam BPD(Badan 
Permusyawaratan Desa). 
c. Sumber Data Tersier adalah bahan data yang memberi petunjuk maupun 
penjelasan mengenai data primer dan sekunder.44 Misalnya seperti: Link 
                                                          
43 Ibid., hlm.8. 





Internet, Kamus-kamus, ensiklopedia, pedoman EYD, serta penulisan skripsi 
dan lain sebagainya yang erat kaitannya dengan penelitian permasalahan yang 
diteliti. 
 
4. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 
dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk mendapatkan kelengkapan 
informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, Maka yang dijadikan metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Metode Observasi adalah mengamati secara langsung realita yang ada di 
lapangan yang diperlukan dalam mendukung penelitian.45Di dalam penelitian 
ini, penulis menggunakan teknik observasi berstruktur dengan melakukan 
pengamatan secara langsung dan sistematis ke lokasi penelitian di Desa Cinta 
Rakyat, Kec. Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang. 
b. Metode Wawancara adalah metode atau cara pengumpulan data dengan cara 
bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Wawancara 
dilakukan kepada informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak 
mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari 
hasil wawancara kepada responden.46 Data hasil wawancara kepada 
responden yang terdiri dari Sekretaris Desa,Kaur Desa, Kepala Dusun, 
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Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Perwakilan Tokoh 
Masyarakat Dari Keterwakilan Wilayah. 
c. Metode Dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui bukti-bukti atau 
data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.47 Dalam 
penelitian ini dokumentasi berupa  tulisan maupun dokumen berupa foto-foto 
pengumpulan data yang relevan yang memiliki keterkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti oleh peneliti. 
 
5. Analisis Data 
Analisis data adalah metode untuk mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi  
sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.  
Maka analisis data yang dipergunakan dalam penelitian empiris yang 
dilakukan berdasarkan kualitatif yakni menguraikan data secara berkualitas dan 
komperhensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis tidak tumpang tindi, efektif 
sehingga memudahkan pemahaman dan interprestasi data.48 
Kemudian teknis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik deskriptif dan analisis masalah-masalah yang aktual dengan membuat 
gambaran yang dilakukan dengan cara: mengumpulkan data, kemudian setelah 
terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah editing yaitu pengecekan data yang 
telah terkumpul agar terhindar dari kesalahan, selanjutnya organizing yaitu mengatur 
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dan menyusun dokumentasi sesuai dengan rumusan masalah, kemudian menganalisa 
data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi mengenai Kedudukan 
keterwakilan perempuan dalam BPD Di Desa Cinta Rakyat, Kec.Percut Sei Tua, 
Kab.Deli Serdang sehingga dapat menjadi kesimpulan umum.  
Kesimpulan yang disimpulkan masih bersifat sementara dan akan berubah 
bila tidak ditemukanbukti-bukti kuat yang mengandung pada tahap pengumpulan 
data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin 
dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejakawal, tetapi mungkin juga 
tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 
sementara. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pemahaman terhadap  skripsi ini perlu kiranya 
digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematika. Sistematika 
penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi 
skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalaam memahami secara keseluruhan 
skripsi. Dengan demikian dalam penulisan skripsi ini, akan disusun dalam lima bab, 
tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian 
yang akan penulis lakukan. Oleh karena itu penulis menggunakan sistematika 
pembahasan sebagai berikut: 
BAB I : Pendahuluan. Bab ini merupakan pengenalan dari rangka untuk 
keseluruhan kajian yang akan di lakukan oleh penulis. Maka dalam bab ini penulis 





manfaat penelitian, batasan istilah, tinjuan pustaka, kerangka teori, hipotesis, metode 
penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan. 
BAB II  : Landasan Teori. Bab ini merupakan materi untuk 
memperjelas dan  memperkuat pemaparan skripsi yang diambil. Landasan teori ini 
terdiri dari pengertian implementasi,tinjauan umum tentang Permendagri No.110 
Tahun 2016 tentang BPD terhadap kedudukan keterwakilan perempuan, selanjutnya 
tinjauan umum tentang keterwakilan  prempuan diBPD persfektif fiqh siyasah. 
BAB III : Lokasi Penelitian. Dalam bab ini akan menguraikan 
mengenai gambaran umum lokasi penelitan Desa Cinta Rakyat, Kec.Percut Sei 
Tuan,Kab.Deli Serdang yang berisi sejarah Desa Cinta Rakyat, Visi Dan Misi Desa 
Cinta Rakyat, letak geografis Desa Cinta Rakyat, kondisi Demografis Desa Cinta 
Rakyat, Pemerintahan Desa Cinta Rakyat. 
BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan 
diuraikan hasil penelitian yang memaparkan tentang masalah penelitian serta 
jawaban-jawaban dari rumusan masalah. Maka dalam hal ini diuraikan bagaimana 
hasil implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang kedudukan 
keterwakilan prempuan dalam pemilihan BPD di desa cinta rakyat, faktor 
penghambat implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 di desa cinta rakyat, 
pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi permendagri No.110 di desa cinta 
rakyat yang berisi prinsip persamaan dan keadilan yang semua ini berasal dari hasil 
penelitian terhadap pandangan sejumlah pemerintahan desa dan perwakilan toko 






BAB V : Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan uraian-uraian yang 








 Pada bab ini peneliti akan menjelaskan landasan teori, adapun landasan teori 
yang peneliti jelaskan yaitu pertama mengenai implementasi, kedua membahas 
mengenai tinjauan umum tentang permendagri No.110 Tahun 2016 tentang BPD 
terhadap kedudukan keterwakilan perempuan, ketiga mengemai tinjuan umum 
tentang keterwakilan prempuan dalam BPD persfektif fiqh siyasah. Dengan demikian 
maka diuraikan sebagai berikut: 
A. Pengertian  Implementasi 
Secara etimologi pengertian implementasi menurut kamus Webster yang 
dikutib oleh Soclihin Abdul Wahab adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan 
sesuatu dan menimbulkan dampak dan akibat terhadap sesuatu, maka istilah 
implementasi sering disebut juga dengan pelaksanaan atau tindakan dari sebuah 
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci49 Dengan demikian 
biasanya implementasi dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.50 
Sedangkan secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonessia (KBBI) berarti Pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi 
biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan 
tertentu. 
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Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme 
suatau sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang 
terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.51 
Berdasarkan pendapat diatas disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu 
proses atau pelaksanaan yang digunakan untuk mentransfer ide atau 
gagasan,program atau harapan. 
Dengan demikian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan 
adalah bahwa sebanarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatau 
bentuk undang-undang dan kemudian dilaksanakan atau diimplementasikan, agar 
mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Sehingga implementasi kebijakan 
diartikan sebagai proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. 
Keberhasilan implementasi merupakan tanggung jawab politik dan hukum yang 
membutuhkan dukungan dan pengawasan dari orang-orang luar aparat pemerintah. 
Oleh sebab itu menurut Mazmanian menyebutkan bahwa implementasi 
adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-
undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan 
yang penting, keputusan tersebut mengidentifikasi maasalah yang ingin diatasi.52 
 
B. Tinjauan Umum  Tentang Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang BPD 
Terhadap Keterwakilan Perempuan. 
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1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
a)  Pengertian Badan Permusyawaratan Desa 
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan 
permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang 
berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat perdes, menampung dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan desa.53 
Kemudian BPD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 
2016 Pasal 1 Angka 4 tentang Badan Permusyawaratan Desa yakni, lembaga yang 
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk desa berdasrkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.54 
Lebih lanjut, Menurut Moch Solekhan dalam bukunya yang berjudul 
“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat” 
menyebutkan bahwa BPD yaitu, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 
disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang 
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan 
tugas dan wewenangnya.55  
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b) Fungsi, Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa. 
Adapun fungsi dari BPD itu sendiri, yang telah diatur di dalam Permendagri 
Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 tentang Badan Permusyawaratan Desa, antara lain: 
a.membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 
Desa, b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, c.  
melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. 
 
Selain melaksanakan fungsi tersebut, BDP juga mempunyai tugas yang telah 
diatur di dalam Pasal 32 Permendagri No 110 Tahun 2016 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa ditegaskan bahwa secara kelembagaan BPD mempunyai 
tugas, antara lain:56 
a.menggali aspirasi masyarakat; b.menampung aspirasi masyarakat; 
c.mengelola aspirasi masyarakat; d.menyalurkan aspirasi masyarakat; 
e.menyelenggarakan musyawarah BPD; f.menyelenggarakan musyawarah 
Desa; g.membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; h.menyelenggarakan 
musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu; 
i.membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 
Desa; j.melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; 
k.melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa; l.menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah 
Desa dan lembaga Desa lainnya; dan m.melaksanakan tugas lain yang diatur 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Selanjutnya, wewenang yang dimiliki oleh BPD di jelaskan dalam Pasal 63 
Permendagri No. 110 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:57 
a.mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi; 
b.menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan 
dan tertulis; c.mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi 
kewenangannya; d.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala 
Desa; e.meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
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kepada Pemerintah Desa; f.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; g.mengawal 
aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik; h.menyusun peraturan tata 
tertib BPD; i.menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat 
insidentil kepada Bupati/Wali kota melalui Camat; j.Menyusun dan 
menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada 
Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan 
Pendapatan Belanja Desa; k.mengelola biaya operasional BPD; 
l.mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa 
kepada Kepala Desa; dan m.Melakukan kunjungan kepada masyarakat 
dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
 
 
2. Keterwakilan Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
Perwakilan merupakan konsep tentang seseorang atau suatu kelompok yang 
mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama 
suatu kelompok yang lebih besar. Perwakilan adalah orang yang mewakili suatu 
kelompok dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang 
disampaikan kepadanya. Karena rakyat tidak dapat menjakankan tugas kenegaraan 
seorang diri butuh seseorang untuk menjadi wakilnya. Maka dari itu rakyat harus 
mempunyai perwakilan di pemerintahan agar segala kepentingan-kepentingan yang 
ingin rakyat suarakan dapat disampaikan melalui wakilnya.58 
Ditingkat desa wakil rakyat adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 
Dengan demikian Perwakilan ada karena rakyat maka wakil-wakil tersebut harus 
mendengar permasalahan yang di suarakan rakyat kepadanya dengan tujuan rakyat 
akan percaya kepadanya. Oleh sebab itu,dalam Keanggotaan BPD tidak hanya 
seorang lelaki, namun keterwakilan prempuanpun dalam BPD sangat diperlukan 
                                                          





karena yang mengetahui tentang keperluan politik prempuan sampai ke akar-akarnya 
adalah  prempuan sendiri, maka kedudukan keterwakilan prempuan sangat 
diperlukan pastinya untuk mendukung menyuarakan hak politik prempuan.  
Dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 46 
menjelaskan mengenai keterwakilan perempuan. Diartikan bahwa “Keterwakilan 
Perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita 
untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif dan legislatif, 
kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender”59 
Indonesia sejak lama mengupayakan pemberdayaan perempuan dalam peta 
perpolitikan. Undang-Undang Dasar 1945, secara formal telah menjamin partisipasi 
perempuan dalam politik, yaitu sesungguhnya jaminan persamaan kedudukan laki-
laki dan perempuan khususnya dibidang pemerintahan dan hukum telah dan sejak 
diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 17 agustus 1945 dalam pasal 
27 ayat (1), yang lengkapnya berbunyi: “segala warga negara yang bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 60 
Keterwakilan perempuan dalam Konvensi CEDAW dan Konvensi DUHAM, 
dalam pasal 7 Konvensi CEDAW, pasal ini menyoroti nondiskriminasi dalam 
semua aspek kehidupan politik dan publik dan memastikan hak perempuan dalam 
hal-hal berikut: “untuk memilih dan dipilih dan berkompetisi dalam pemilihan di 
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lembaga-lembaga publik, dan menduduki jabatan publik; Membuat keputusan dan 
melaksankannya; dan berpartisipasi dalam organisasi non pemerintah atau asosiasi-
asosiasi (yang berkaitan dengan kehidupan politik dan publik)”. Inti dari konvensi 
CEDAW adalah menghentikan segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan. 
CEDAW menentukan bahwa setiap undang-undang negara, diminta supaya 
menghapuskan semua sistemsistem yang membedakan kaum perempuan dengan 
laki-laki.61 
Demikian dapat dimengerti dari pemaparan diatas dasarnya, perempuan 
memiliki hak secara penuh terhadap pemenuhan kebutuhan tentang dirinya, termasuk 
berpolitik. Hasrat sebagai manusia, kesamaan akan kebutuhan membenarkan bahwa 
perempuan mempunyai kedudukan setara membawa kepemimpinan di muka bumi 
ini. Kontestasi politik tidak menitik beratkan pada pembatasan gender, namun beradu 
dalam ruang kompetensi, siapa saja yang memiliki kemampuan untuk menembus 
posisi kepemimpinan maka ia akan disebut layak sebagai pemimpin, baik itu kaum 
laki-laki maupun perempuan. Permpuan memiliki hak dan kewajiban yang sama 
sebagai warga neegara dalam mengatur kesejahteraan rakyat sebagai bagian penting 
suatu bangsa.62 Secara kodrati biologis, perempuan memang memiliki perbedaan 
dengan lakilaki. Namun secara politik, ekonomi maupun budaya, peran serta 
tanggung jawab adalah sama.63 
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Penegasan hak politik perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya 
Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (Convention On the Political Rights). 
Ketentuan dalam konvensi PBB tentang hak-hak politik perempuan menjelaskan 
sebagai berikut:64  
1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan 
syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi.  
2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, 
diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki 
tanpa ada diskriminasi.  
3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua 
fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama 
dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi. 
 
Sehingga perlu adanya kuota bagi perempuan di setiap politik, apalagi dalam 
BPD di tingkat Desa yang terjun langsung dalam masyarakat untuk mewakili Desa, 
sehingga ada anggapan bahwa cukup hanya ada satu kuota perempuan yang dapat 
mewakili aspirasi perempuan di BPD Desa. Hal ini sangat tidak arif dan salah besar. 
Hak politik perempuan pada dasarnya adalah hak asasi manusia, dan asasi manusia 
merupakan esesi dari kerangka demokrasi. Sehingga melibatkan perempuan dan laki-
laki di dalam proses pengambilan keputusan menjadi syarat mutlak dalam demokrasi. 
Dalam teori ini sesungguhnya tidak lagi ada dikotomi perempuan-pria.65 
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3. Ketentuan Aturan Kedudukan Keterwakilan Perempuan Dalam BPD 
Beradasarkan Permendagri No.110 Tahun 2016. 
Pengaturan mengenai perempuan dalam keanggotaan BPD yang dilakukan 
oleh pemerintah tersebut merupakan kebijakan untuk memberikan perlindungan 
hukum kepada perempuan untuk ikut berpartisipasi sebagai pihak yang mengawasi 
jalannya pemerintahan desa. Perlindungan hukum ini pada hakikatnya merupakan 
bentuk jaminan perlindungan yang berupa hak bagi perempuan untuk terwakili 
dalam keanggotaan BPD.66 
Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan upaya untuk 
melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi 
manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.67 
Perlindungan hukum dengan memberikan jaminan pengaturan berbagai hak 
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk perlindungan hukum 
yang bersifat in abstracto, yang berarti meninjau sejauh mana substansi suatu kaidah 
atau peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan 
sebagai anggota BPD dapat memberikan aturan yang melindungi perempuan. 
Pemerintah telah menetapkan secara khusus payung hukum untuk kedudukan 
keterwakilan perempuan di dalam BPD yaitu Ketentuan aturan keterwakilan 
perempuan terhadap Badan Permusyawaratan Desa sudah diatur secara khusus dalam 
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 Anggota BPD 
 
Pasal 5 
(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara 
demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah 
perwakilan. 
(2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) 
orang.  
(3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa. 
(4)  Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa 
seperti wilayah dusun, RW atau RT.69 
 
Pasal 6  
Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:70  
a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan  
b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan 
 
Pasal 8  
(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang 
perempuan sebagai anggota BPD.  
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(2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan 
warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki 
kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan 
perempuan. 
(3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.71 
 
Dari peraturan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah telah 
memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan untuk berpartisipasi dalam 
keanggotaan BPD yang berbentuk jaminan pengaturan keterwakilan perempuan 
dalam keanggotaan BPD melalui peraturan perundangan. BPD itu sendiri merupakan 
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 
Dengan adanya jaminan pengaturan mengenai keterwailan perempuan sebagai 
anggota BPD dalam peraturan perundangan, maka perempuan mempunyai 
kesempatan untuk mempunyai suara sebagai wakil yang permanen dalam ikut 
merumuskan dan menentukan kebijakan pemerintahan desa. Dengan keiikutsertaan 
perempuan sebagai wakil rakyat diharapkan dapat juga mewakili kepentingan 
perempuan sehingga dengan partisipasi perempuan dalam pembangungan desa pada 
akhirnya dapat memberikan kesejahteraan bagi perempuan khususnya untuk 
berperan dan menikmati hasil pembangunan desa.72 
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4. Sistem Pemilihan Anggota BPD Menurut Permendagri No.110 Tahun 2016. 
BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"nya desa. Anggota BPD 
adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah 
yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.73 
Dengan demikian, calon keanggotaan BPD harus memenuhi syarat-syarat 
yang telah diatur dalam Permendagri No.110 Tahun 2016 Pasal 13 yaitu: 
Persyaratan calon anggota BPD adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan 
Bhinneka Tunggal Ika; c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau 
sudah/pernah menikah; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah 
menengah pertama atau sederajat; e. bukan sebagai perangkat Pemerintah 
Desa; f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; g. wakil penduduk Desa 
yang dipilih secara demokratis; dan h. bertempat tinggal di wilayah 
pemilihan. 
 
Kemudian didalam Pasal 10 Permendagri No.110 Tahun 2016 menjelaskan 
yaitu:74 
(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan 
penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka 
waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.  
(2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai 
calon anggota BPD.  
(3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. 
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Keberadaan BPD sebagai lembaga perwakilan ditingkat desa yang dalam 
prosesnya dipandang sebagai salah satu alat ukur terselenggaranya demokrasi dalam 
suatu desa, karena dalam pengisian anggotanya partisipasi politik masyarakat desa 
dapat terlihat secara nyata dalam menentukan sikap dan tindakan dalam menentukan 
wakil-wakilnya.75  
Salah satu semangat munculnya Undang-Undang Desa serta secara khusus 
diatur dalam Permendagri No.110 Tahun 2016 adalah menyemarakkan demokratisasi 
di level desa. Peraturan tersebut mendorong semua unsur masyarakat terlibat aktif 
dalam proses penyusunan kebijakan di tingkat desa. Tidak terkecuali kelompok 
perempuan, karena demokrasi tak mungkin meninggalkan keterwakilan perempuan.76 
Pengisian anggota BPD berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan secara demokratis.77 Artinya proses 
pelaksanaan pengisiannya harus dilaksanakan dengan pemilihan oleh masyarakat itu 
sendiri, karena BPD merupakan lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan 
masyarakat desa. Oleh karena itu ditegaskan dalam Permendagri No.110 Tahun 2016 
pasal 5 ayat 1 yaitu pengisian keanggotaan BPD dilakukan dengan 2 (Dua) cara 
yaitu: Pemilihan Anggota BPD secara langsung dan/atau pemilihan Anggota BPD 
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secara musyawarah perwakilan.78 Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan 
kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing. Masa keanggotaan BPD selama 6 
(enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota BPD dapat 
dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau 
tidak secara berturut-turut. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan 
merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.79 
Sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang 
dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk dan 
keuangan desa.80 
Namun berdasarkan Pasal 6 Permendagri No.110 Tahun 2016, pengisian 
anggota BPD harus memperhatikan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Yang mana dalam hal ini 
dipertegas dalam pasal 7 tentang keterwakilan wilayah dan pasal 8 tentang 
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(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota 
BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.  
(2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.  
(3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki 
wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.  
(4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud 




(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang 
perempuan sebagai anggota BPD.  
(2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan 
warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki 
kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan 
perempuan. 
(3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih. 
 
Kemudian untuk anggota BPD yang terpilih serta peresmian anggota BPD 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dimana sebelum memangku 
jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama dihadapan masyarakat yang 
dipandu oleh Bupati/Walikota,82 maka  dijelaskan dalam Pasal 12 dan Pasal 14  
Permendagri No.110 Tahun 2016 yaitu:83 
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(1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa 
paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan 
panitia.  
(2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota melalui Camat 
paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia 
pengisian untuk diresmikan oleh Bupati/Wali kota. 
 
Pasal 14 
(1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali kota 
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan 
anggota BPD dari Kepala Desa.  
(2) Keputusan Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai 
berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.  
(3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati/Wali kota 
atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
diterbitkannya keputusan Bupati/Wali kota mengenai peresmian anggota 
BPD. 
 
C. Tinjauan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan Di BPD Persfektif Fiqh 
Siyasah  
1. Fiqh Siyasah  
a) Pengertian Fiqh Siyasah 
Pengertian Fiqh berasal dari kata Faqaha-yafqahu-fiqhan  artinya “paham  
yang  mendalam”.84  Fiqh secara etimologis adalah paham terhadap tujuan seseorang 
pembicara. Sedangkan Fiqh secara terminologis mengetahui hukum syara yang 
amaliyah (mengenai perbuatan, pelaku) dengan dalildalilnya yang terperinci.85 
Sedangkan  kata siyasah  berasal dari kata  sasa yang berarti mengatur, 
mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. 
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Pengertian Siyasah  secara etimologi mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah 
mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis 
untuk mencakup sesuatu. Sedangkan menurut terminologi adalah mengatur atau 
memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.86 
Ilmu fiqh Siyasah  adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan 
masalah Ketatanegaran Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-
undangan dan berbagai pengaturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam 
yang bertujuan kepada kemaslahatan umum.87  
Berdasarkan pengertian fiqh dan siyasah dapat ditarik kesimpulan bahwa 
Fiqh Siyasah adalah  salah satu aspek hukum  islam yang membicarakan pengaturan 
dan pengurusan kehidupan  manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan 
bagi manusia itu sendiri dan menghindari kemudratan yang timbul dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.88 
b) Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 
Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh 
siyasah diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang 
menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan, bahkan ada sebagian 
ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. 
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Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat 
teknis.89 
T.M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya 
Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, 
delapan bidang sebagai berikut;90 
a. kebijakan tentang peraturan peundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah 
Syar’iyyah), b. kebijakan tentang penetapan hukum (Siyasah Tasyri‟iyyah 
Syar’iyyah), c. kebijaksanaan peradilan (Siyasah Qadha’iyyah Syar’iyyah), d. 
kebijaksanaan ekonomi dan moneter (Siyasah Maliyyah Syar’iyyah), e. 
kebijaksaan administrasi negara (Siyasah Idariyyah Syar’iyyah), f. 
kebijaksaan hubungan luar negeri atau internasional (Siyasah 
Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar’iyyah), g. politik pelaksaan undang-
undang (Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah), h. politik peperangan (Siyasah 
Harbiyyah Syar’iyyah). 
 
Sementara menurut Imam Al-Mawardi yang tertuang dalam kitabnya Al-
Ahkamu Alsulthaniyyah bahwa ruang lingkup fiqh siyasah ada lima, sebagai 
berikut:91 
a.Peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah), b. ekonomi dan 
moneter  (Siyasah Maliyyah), c. Peradilan (Siyasah Qadha’riyyah), d. Hukum 
perang (Siyasah Harbiyyah), e. administrasi Negara (Siyasah Idriyyah). 
 
Sedangkan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya meringkasnya menjadi empat 
bidang kajian, yaitu: 
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a. peradilan (Siyasah Qadha’iyyah), b. administrasi negara (Siyasah 
Idariyyah), c. Ekonomi dan moneter (Siyasah Maliyyah), d. hubungan 
internasional (Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharajiyyah). 
Adapun Abdul Wahab Khallaf membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah 
(Siyasah Syar‟iyyah) menjadi tiga bidang yaitu :92 
a.Peradilan (Siyasah Qadha’iyyah), b.hubungan internasional (Siyasah 
Dauliyyah) dan c. keuangan negara (Siyasah Maliyyah). 
 
 
2. Siyasah Dusturiyah 
a) Pengertian Siyasah Dusturiyah 
Kata Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yaitu dusturi. Semula artinya 
adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. 
Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota 
kependekatan (pemuka agama) Zoroaster (majusi).93 Setelah mengalami penyerapan 
kedalam bahasa arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas 
dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang 
mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam 
sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).94 
Dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah  adalah bagian fiqih siyasah 
yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain 
konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya 
perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan 
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undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam 
perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep 
Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbalbalik antara pemerintah dan 
warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindung.95 
Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya 
membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal 
kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan 
realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.96 
b) Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 
Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan 
kompleks. Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal 
pokok: Pertama, dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Alquran maupun hadis, maqosidu 
syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan 
berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulli tersebut 
menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan 
yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil 
ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.97 Fiqh siyasah dusturiyah dapat 
terbagi kepada:98 
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a.Bidang siyasah tasyri’iyah, termasuk dalam persoalan ahlu halli wal aqdi, 
perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dengan non muslim di 
dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, UndangUndang, 
peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya. b. Bidang siyasah 
tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai’ah, 
wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain.  c. Bidang siyasah qadlaiyah, 
termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. d. Bidang siyasah 
idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan 
kepegawaian. 
 
Lebih lanjut Atjep Jazuli mempetakan bidang Siyasah Dusturiyah 
menyangkut persoalan: 
a.Imamah, hak dan kewajiban, b. rakyat, hak dan kewajibannya, c.bai’at, 
d. waliyu al- ahdi, e.Perwakilan, f. Ahlul Halli wa al-Aqdi, g.wizarah.99 
 
Suyuthi pulungan menuliskan bahwasanya obyek kajian Siyasah Dusturiyah 
adalah membuat peraturan dan perundangundangan yang dibutuhkan guna untuk 
mengatur negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.100 
 
3. Legislasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam 
Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga 
dengan al-sultah tasyri’iyyah, yakni lembaga yang memiliki kekuasaan untuk 
membuat undang-undang yang tujuannya demi kemaslahatan masyarakat dan sesuai 
dengan kebutuhan zaman. Jika dalam negara Islam, maka al-sultah tasyri’iyyah 
berada di tangan para mujtahid dan ulama yang memiliki otoritas memberikan 
fatwa.101 
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Dalam wacana fiqh siyasah, istilah majelis syura atau al-sultah tasyri’iyyah 
digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah 
Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislasi 
berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang 
akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang 
telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Oleh karena itu dalam hal ijtihad 
para anggota lembaga legislatif harus mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial 
masyarakat, agar peraturan yang diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat 
dan tidak memberatkan mereka. Dalam lembaga legislatif para anggota akan 
berdebat dan bertukar pikiran untuk menemukan undang-undang yang baru. Setelah 
terjadi kesepakatan, dikeluarkanlah undang-undang yang baru untuk diberlakukan di 
masyarakat.102 
Dalam ketatanegaraan Islam legislatif merupakan lembaga yang memiliki 
kekuasaan untuk membuat undang-undang yang tujuannya demi kemaslahatan 
masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan zaman dengan cara musyawarah. Bentuk 
musyawarah itu dikenal dengan ahlul ḥalli wal aqdi, yang mereka telah di percaya 
oleh rakyat dengan keilmuwan dan kecendikiawan mereka serta keikhlasan mereka 
juga dengan keseriusan mereka dalam membuat hukum-hukum yang diperlukan baik 
yang berkenaan dengan peraturan sipil, politik, dan administratif. Mereka termasuk 
ulil amri yang Allah SWT mewajibkan untuk mentaatinya. 
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  Ahlu al-Halli wa al-Aqdi ini adalah lembaga perwakilan yang menampung 
dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Oleh sebab itu, Ahl al-hall wa al-
aqd ialah sebuah lembaga yang berisi tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang 
yang mendapat kepercayaan dari umat untuk mewakilinya, umat islam, cerdik 
pandai, dalam hal ini yang mempunyai kedudukan dalam mewakili masyarakat, 
dipercaya oleh seluruh rakyat sehingga peraturan mereka  nanti akan ditaati serta 
diikuti oleh seluruh rakyat103 Adapun tugas dari Ahlul Hall wa al-Aqdi yakni: a. 
Memilih dan membaiat pemimpin, b. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada 
maslahat, c. Membuat undang-undang yang mengikat seluruh didalam hal-hal yang 
tidak diatur secara tegas oleh Al-quran dan Hadits, d. Mengawasi jalannya 
pemerintahan. 
 
4. Kedudukan Perempuan Menurut Konsep Islam Dalam Hak Berpolitik 
Islam menetapkan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal 
kemuliaan dan tanggungjawab secara umum dalam politik.  Agama Islam terhadap 
perempuan sangat adil dan proporsional. Islam sangat menghargai kedudukan 
perempuan sebagaimana memberikan arahan-arahan untuk dapat mengikuti  hak 
berpolitik.104  
Dengan demikian, dahulu sebelum Islam datang (zaman jahiliah) kedudukan 
kaum perempuan sangat direndahkan. Setelah agama Islam datang, diseimbangkan 
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(dinaikan) derajatnya.Islam menetapkan hak dan kewajiban bagi laki-laki maupun 
perempuan ada yang sama dan ada yang berbeda, hal itu tidak mempersoalkan 
kedudukannya, tetapi fungsi dan tugasnya. Dalam Islam laki-laki dan perempuan 
dianggap sebagai makhluk Allah yang setara, bahkan satu sama lain saling 
melengkapi dan membutuhkan. Menurut ajaran Islam, pada dasarnya Allah SWT 
menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, semata-mata ditujukan agar 
mereka mampu mendarmabaktikan dirinya untuk mengabdi kepada-Nya, 
sebagaimana firman Allah SAW dalam Al-Quran yaitu: 
ِل يَْعبُُدوِْنِ  ْنَسِا ْلَّ َِواْْل  نَّ  َوَماَِخلَْقُتِاْلج 
 
Dan, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
beribadah kepada-Ku. (Qs. Az-Zariyat ayat  56).105  
 
  Dalam banyak hal, perempuan diberikan hak dan kewajiban serta 
kesempatan yang sama dengan pria. Namun, dalam masalah-masalah yang berkaitan 
dengan kodrat dan martabat perempuan, Islam menempatkan sesuai dengan 
kedudukannya. 
  Dalam konteks ini, sesungguhnya wanita muslimah memiliki kedudukan 
yang tinggi dalam Islam dan pengaruhnya yang besar dalam kehidupan setiap 
muslim. Dalam sejarah Islam juga terlibat bahwa kedudukan kaum perempuan bisa 
mewakili menyampaikan aspirasinya kepada pihak yang berwenang, dengan sebuah 
pendapat yang tidak bisa ditinggalkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu 
Salamah (istri Rasulullah SAW) dalam peristiwa Hudaibiyah saat memberikan 
sarannya kepada Rasulullah SAW untuk menyelesaikan masalah yang muncul pada 
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saat itu berupa keberatan sebagian sahabat terhadap perintah Rasulullah SAW. Lebih 
dari itu, kaum perempuan bisa menyampaikan kritik dan keberatannya kepada pihak 
yang berwenang, meskipun sang penguasa itu sedang di atas mimbar, sebagaimana 
yang terjadi pada zaman Umar bin al-Khathab.106  
 
5. Keterlibatan Politik Perempuan Dalam Fiqh Siyasah 
Dalam analisa politik modern, keterlibatan politik secara umum didefenisikan 
sebagai tindakan seseorang maupun sekelompok orang untuk ikut serta 
berkecimpung secara aktif dalam kebijakan politik yang telah diatur oleh 
pemerintah.107 
Dalam kajian Islam, keterlibatan perempuan dibidang politik pada dasarnya 
tidak dibicarakan secara jelas. Dalam fiqh siyasah tidak disinggung perempuan 
dalam politik baik sebagai objek maupun subjek. Akan tetapi di dalam Islam terdapat 
pembahasan mengenai pentingnya perempuan dibidang politik.  
Islam mengakui pentingnya kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat 
dan pengaruhnya dalam kehidupan politik. Karena itu kaum perempuan telah 
diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermartabat, 
terhormat, dan mulia dalam Islam. Di antara hak-hak politik perempuan yang 
diberikan Islam adalah hak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat. Hak ini 
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dapat dipahami dari ayat Alquran yang memerintahkan kepada kaum Muslim untuk 
bermusyawarah dalam memecahkan segala urusannya.108 
Dalam bidang politik, Islam memberikan  akses yang luas dan adil bagi 
perempuan dengan membuka  lebar aktifitasnya di berbagai bidang politik seperti 
menyampaikan aspirasi, ikut serta dalam politik serta aktifitas lainnya. Demikianlah 
Islam telah memberikan kebebasan yang sangat besar kepada perempuan untuk 
berkiprah di ruang publik. 
Lembaga yang bertugas menentukan kebijakan publik lazimnya disebut 
lembaga legislative atau jika ia ditingkat desa yaitu BPD (Badan Permusyawaratan 
Desa), didalamya terdiri dari perwakilan elemen masyarakat. Dalam Islam lembaga 
ini sering disebut dengan ahl al-halli wa al-aqd. Walaupun tidak sepenuhnya sama, 
namun salah satu tugas dan fungsi lembaga ini meneyerupai lembaga legislative, 
yakni melakukan pengawasan terhadap pemerintahan.109 
Peran publik merupakan peran politis yang penting bagi pemberdayaan dan 
pembangunan manusia seutuhnya. Sehingga tidak mengherankan jika pada masa 
nabi ditemukan sejumlah aktivis perempuan yang berkompeten setara dengan kaum 
laki-laki. Berdasarkan pada al-Qur’an perempuan dengan bebas memasuki semua 
sektor publik. Perempuan diberi kesempatan untuk berekspresi, baik untuk 
berargumentasi maupun berbicara di ruang publik, dari yang menjadi mediator 
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konflik, memberikan perlindungan dan suka politik, melakukan baiat sampai 
berjihad.110 
Tidak ditemukan ayat atau hadis yang melarang kaum perempuan untuk aktif 
dalam dunia politik. Sebaliknya Alquran dan hadis hanya mengisyaratkan tentang 
kebolehan perempuan aktif menekuni dunia tersebut. Sebagaimana yang disebutkan 
dalam QS. At-taubah ayat 71 yaitu: 
ۤاُء بَْعٍضٍۘ يَأُْمُرْوَن بِاْلَمْعُرْوِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر  ٰلوةَ َواْلُمْؤِمنُْوَن َواْلُمْؤِمٰنُت بَْعُضُهْم اَْوِليَ َويُِقْيُمْوَن الصَّ
َ َعِزْيٌز َحِكْيمٌ َويُْؤتُْوَن  ُ ِۗاِنَّ ّٰللاه ىَِٕك َسيَْرَحُمُهُم ّٰللاه
ۤ
َ َوَرُسْولَٗه ِۗاُوٰل ٰكوَة َويُِطْيعُْوَن ّٰللاه الزَّ  
Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian 
mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh 
(berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan 
salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka 
akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, 
Mahabijaksana. (Q.S At-taubah ayat 71) 
 
Kata auliya dalam ayat tersebut, menurut Quraisy Syihab, mencakup 
kerjasama, bantuan dan penguasaan, sedangkan menyuruh mengerjakan yang ma’ruf 
mencakup segala segi kebaikan, termasuk memberi masukan dan kritik terhadap 
penguasa.111 
Dalam Islam, perempuan dibenarkan aktif dalam berbagai bidang di dalam 
maupun di luar rumahnya secara mandiri, bersama orang lain, atau dengan lembaga 
pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana 
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terhormat, sopan serta mereka dapat memelihara agamanya dan dapat pula 
menghindarkan dampak-dampak negatif bagi dirinya dan lingkungannya..112 
Perempuan sebagai bagian dari elemen masyarakat pada dasarnya memiliki 
hak untuk turut serta mewujudkan kemaslahatan melalui perumusan kebijakan publik 
di lembaga legislatif. Mustafa as-Siba’ berpendapat bahwa Islam sesungguhnya tidak 
pernah melarang keikutsertaan perempuan dalam merumuskan kebijakan publik 
(undang-undang). Sebab, pembuatan undang-undang niscaya membutuhkan ilmu 
pengetahuan yang luas dan Islam memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan 
perempuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.113 
Sehingga urgensi adanya keterwakilan keanggotaan perempuan di lembaga 
legislatif  adalah untuk mengakomodir beberapa aspek yang berkaitan dengan 
perempuan. Karena para ulama menyepakati bahwa ada beberapa hal dalam masalah 
perbuatan hukum (kebijakan publik) yang berkaitan dengan perempuan dan keluarga 
yang perlu ditanggapi langsung oleh perempuan.  Oleh karena itu keanggotaan 
perempuan di legislatif merupakan keniscayaan yang harus ada dalam bingkai politik 
dan harus diapresiasikan dengan baik.114 
Dengan demikian, tidak ada faktor yang dapat dijadikan alasan untuk tidak 
membolehkan perempuan dalam rana politik, asalkan hal itu halal dan mereka 
sanggup dengan terjaganya batasan-batasan syariat. 
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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  
DESA CINTA RAKYAT, KEC.PERCUT SEI TUAN, KAB. DELI SERDANG 
 
Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang lokasi penelitian. Adapun 
lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu di Desa Cinta Rkyat, Kecamatan Percut 
Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, akan dijelaskan sebagai 
berikut: 
A. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Cinta Rakyat 
Desa Cinta Rakyat mulai berdiri pada tahun 1950, didirikan oleh SOKSI ( 
Sentral Organisasi Karyawan Swadiri)  oleh Abdul Sa’i (Ketua), Saet Salim dan 
usman dan dibantu oleh BTI (Barisan Tani Indonesia) oleh Joyo Sumarto. Awalnya 
Mereka bertempat tinggal di desa Palo Ibus Percut, namun karena daerahnya sangat 
rentan terhadap hama dan penyakit maka pimpinan ketua organisasi tersebut 
membuka lahan/areal untuk menetap tinggal mereka, maka tanah ini bekas 
perkebunan PNP (Perusahaan Negara Perkebunan) IX, Diteruskan dengan PPN 
(Perusahaan Perkebunan Negara) IX dan sekarang bernama PTPN II Saentis, namun 
pada saat itu para pemimpin/pejuang tanah tersebut ditangkap oleh pengurus 
perkebunan di tahan di Labuhan Deli Belawan. 
Namun pada tahun 1955-an juga, para pejuang tanah memperoleh hasil 
dimana tanah dipasar V Saentis dikeluarkan oleh para pengurus perkebunan dengan 
batas tanah aliran sungai jernih sampai dengan pasar V yang sekarang disebut 





(operasional) tanah yang terletak di pasar IV sampai pasar III dikuasai langsung oleh 
masyarakat. Selanjutnya karena perjuangan sudah aman pada tahun 1969 dibentuklah 
nama Desa Cinta Rakyat artinya rakyat cinta terhadap masyarakat yang gigi 
berjuang.115 
 
B. Letak Geografis Desa Cinta Rakyat 
Desa Cinta Rakyat adalah salah satu Desa dari 20 (Dua Puluh) Desa yang 
terdapat di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera 
Utara. Desa Cinta Rakyat terdiri dari 11 (Sebelas) Dusun. Desa Cinta Rakyat 
memiliki luas wilayah 1,526 Ha, dengan total jiwa terdiri dari 13.845 jiwa, terletak di 
dataran pantai timur Sumatera Utara beriklim sedang dengan permukaan tanah datar 
berketinggian 5-20 M diatas permukuan laut, Cura Hujan 200 mm/thn. Suhu udara 
sedang bergerak dari suhu 27C sampai suhu 33C dan kelembaban udara 75%-80%. 
Serta memiliki iklim tropis dan memiliki musim hujan dan musim kemarau.116 
Tabel 1. Batas Wilayah Desa Cinta Rakyat 
No Arah Berbatasan Dengan 
1 Sebelah Utara Desa Percut Dan Desa Tanjung Rejo. 
2 Sebelah Timur Desa Sungai Jernih Dan Desa Bandar Sidoras. 
3 Sebelah Selatan PTPN-2 Desa Sentis 
4 Sebelah Barat PTPN-2 Desa Sentis 
Sumber Data : Arsip Kantor Desa Cinta Rakyat. 
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Tabel 2. Orbit atau jarak tempuh dari pusat-pusat pemerintahan 
No Pusat Pemerintahan Jarak Tempuh 
1 Jarak dari Pusat Pemerintah Kecamatan Percut 
Sei Tuan 
 22 Km 
2 Jarak dari Pusat Pemerintah Kabupaten Deli 
Serdang 
 27,8 Km 
3 Jarak dari Pusat Pemerintah Sumatera Utara  195 Km. 
 Sumber Data : Arsip Kantor Desa Cinta Rakyat. 
 
C. Keadaan Demografis Desa Cinta Rakyat 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) demografis adalah ilmu 
tentang susunan, jumlah dan perkembangan penduduk, ilmu yang memberikan 
gambaran statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial politik, ilmu 
kependudukan.117 Dengan demikian berbicara mengenai keadaan demografis, berarti 
berbicara tentang keadaan penduduk, maka akan diuaraikan sebagai berikut: 
1. Kependudukan 
Menurut keterangan yang penulis peroleh dari staf Desa Cinta Rakyat, 
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bahwa penduduk Desa Cinta 
Rakyat berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Cinta Rakyat Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin(L/P) Jumlah (Jiwa) Presentase (%) 
1 Laki-Laki 7.041 Jiwa 50,86% 
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2 Perempuan 6.804 Jiwa 49,14% 
 Jumlah 13.845 Jiwa 100% 
Sumber: Data Rekapitulasi Potensi Desa Cinta Rakyat Tahun 2021 
  Tabel 3 di atas, dipahami bahwa jumlah keseluruhan penduduk masyarakat 
Desa Cinta Rakyat menurut jenis kelamin pada tahun 2021 sebesar 13.845 jiwa, 
dengan perinciannya adalah jumlah penduduk masyarakat berjenis kelamin laki-laki 
berjumlah 7.041 jiwa atau atau 50,86%, dan jenis kelamin perempuan berjumlah 
sebanyak 6.804 jiwa atau 49,14%. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat 
disimpulkan bahwa masyarakat Desa Cinta Rakyat yaitu : 
 
 Tabel 4. Jumlah Penduduk Per-Dusun Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Dusun Laki-Laki Perempuan Jumlah Penduduk 
1 I 698 620 1.318 
2 II 604 583 1.187 
3 III 902 894 1.796 
4 IV 494 438 932 
5 V 554 556 1.110 
6 VI 592 534 1.126 
7 VII 557 595 1.152 
8 VIII 499 558 1.057 
9 IX 695 613 1.308 
10 X 749 698 1.447 
11 XI 697 715 1.412 
 JUMLAH 7.041 6.804 13.845 








Agama yaitu tuntunan bagi manusia. Maka jika manusia salah dalam 
mendalami dan menghayati agama, maka akan salah pula kehidupan yang ia jalani 
karena agama merupakan pedoman hidup baik didunia maupun di akhirat. Oleh 
sebab itu, dalam agama yang di tuntut adalah suatu keyakinan terhadap kekuasaan 
yang Maha Esa, serta diiringi dengan perbuatan mengabdikan diri kepadanya, 
dimana agama yang dipercayai oleh penganutnya dan agama mengandung makna 
ikatan-ikatan yang harus di pegang dan di patuhi oleh manusia.118  
Dengan demikian,agama dalam masyarakat tidak bisa dipisahkan dari 
kehidupan masyarakat. Peranan agama dalam masyarakat pada kehidupan manusia 
itu sendiri sangat beperan. Kondisi keagamaan suatu wilayah sangat penting untuk 
melihat kondisi umum dalam kehidupan beragama mereka.119 
Oleh karena itu, untuk mengetahui aspek keagamaan yang ada di Desa Cinta 
Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada 
tabel berikut ini: 
Tabel 5. Distribusi Penduduk Menurut Agama Desa Cinta Rakyat 
No Agama Jumlah Jiwa Presentase (%) 
1 Islam 13.561 97,94% 
2 Katolik - 0% 
3 Kristen 247 1,7% 
4 Hindu 4 0,02% 
                                                          






5 Budha 33 0,23% 
 JUMLAH 13.845 100% 
 Sumber : Data Rekapitulasi Potensi Diri  Desa Cinta Rakyat, 2021  
Dari tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Desa Cinta 
Rakyat adalah beragama islam. Mayoritas penduduk desa cinta rakyat menganut 
agama islam sebanyak (13.561 jiwa), agama katolik sebanyak(0 jiwa) , agama 
Kristen sebanyak (247 jiwa) , agama hindu sebanyak (4  jiwa)  dan agama budha 
sebanyak (33  jiwa). Namun dalam melaksanakan kegiatan keagaman di Desa Cinta 
Rakyat pasti adanya sarana ibadah dapat dilihat tabel berikut ini: 
Tabel 6. Sarana Tempat Ibadah Desa Cinta Rakyat 
NO JENIS SARANA IBADAH JUMLAH 
1 Masjid 3 
2 Musholla 12 
3 Gereja - 
4 Klenteng - 
Jumlah 15 
Sumber : Data Rekapitulasi Potensi Diri  Desa Cinta Rakyat, 2021 
Berdasarkan tabel 6 diatas, ternyata sarana ibadah yang paling banyak 
tersedia di Desa Cinta Rakya yaitu untuk ibadah orang muslim. Karena mayoritas 
yang paling umum penduduk Desa Cinta Rakyat menganut agama islam sebanyak 
(13.561 jiwa), agama katolik sebanyak(0 jiwa) , agama Kristen sebanyak (247 jiwa) , 







3. Kondisi Ekonomi (Mata Pencaharian) 
Keadaan ekonomi masyarakat merupkaan suatu perangkat utama dalam 
membantu aktivitas kehidupan suatu masyarakat sebab ekonomi adalah suatu alat 
atau sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia ini. Dengan kata lain, 
manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari.120 
Secara umum, perekonomian masyarakat Desa Cinta Rakyat ditopang oleh 
beberapa mata pencaharian masyarakat dan bidang kegiatan perekonomian lainnya. 
Berikut kondisi perekonomian Desa Cinta Rakyat dibawah ini: 
Tabel 7. Kualifikasi Mata Pencaharian Masyarakat Desa Cinta Rakyat 
No Jenis Pekerjaan Jumlah Jiwa Presentasi 
1. Petani 332 7,76% 
2 Nelayanan  27 0,63% 
3. PNS 88 2,05% 
6. Buruh 2.719 63,61% 
7. Wiraswasta 1.108 25,92% 
 Jumlah 4.274 100% 
Sumber : Data Rekapitulasi Potensi Diri  Desa Cinta Rakyat, 2021 
Dari tabel 7 di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan masyarakat 
Desa Cinta Rakyat berbeda-beda, namun mayoritas masyarakat Desa Cinta Rakyat 
bekerja sebagai Buruh. Karena pada umumnya masyarakat Desa Cinta Rakyat dilihat 
dari pendidikan masih relatif  rendah, dan pada umumnya mayoritas hanya tamatan 
                                                          
120 M.Jakfar Puteh, Sumber Ekonomi Rakyat Indonesia, (Yogyakarta: Grafindo Lentera 









Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu hal yang paling penting, dimana 
dengan adanya pendidikan seseorang secara langsung akan mempengaruhi pola pikir 
dan pengetahuan. Hal ini di sebabkan pendidikan merupakan alat untuk mencapai 
kehidupan manusia karena melalui pendidikan manusia dapat mencapai tujuan hidup 
yang lebih baik. 
Pendidikan adalah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, 
pengendalian diri, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlakukan dirinya dan 
masyarakat, bahkan dalam bangsa dan bernegara. Majunya negara dapat di lihat dari 
perkembangan pendidikan yang dikelola oleh negara tersebut.121 
Gambaran di atas membuktikan bahwa begitu pentingnya permasalahan 
pendidikan bagi kehidupan manusia itu sendiri, sehingga dengan pendidikan harkat 
dan martabat dapat di junjung tinggi.  
Oleh sebab itu untuk mengetahui lebih jelas tingkat pendidikan yang ada di 
tengah-tengah masyarakat Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, 
Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat melalui persentase pendidikan yang ada sesuai 
dengan tingkatannya. Sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut ini: 
                                                          






Tabel 8. Klasifikasi Tingkat Pendidikan Desa Cinta Rakyat 
No Tingkat Pendidikan Jumlah Jiwa Presentase 
1 SD/MI 2.342 16,91% 
2 SMP/MTS 7.819 56,47% 
3 SMA 1.045 7,54% 
4 SARJANA 204 1,47% 
8 BELUM/TIDAK SEKOLAH 2.435 17,58% 
 Jumlah 13,845 100% 
Sumber : Data Rekapitulasi Potensi Diri  Desa Cinta Rakyat, 2021 
Penjelasan tabel 8 diatas dapat dipahami bahwa di Desa Cinta Rakyat, Taraf 
pendidikan masih relatif rendah. Jika dilihat berdasarkan tabel diatas pendidikan rata-
rata lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Dalam pendidikan masyarakat 
masih  sangat  kurang memperhatikan pendidikan masa depan anak-anaknya. Hal ini 
tercermin dari banyaknya jumlah presentase tingkat pendidikan Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) di Desa Cinta Rakyat. Pada umumnya alasananya karena faktor 
ekonomi dan budaya lingkungan yang mempengaruhi. Sehingga masyarakat Desa 
Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang masih butuh 
kesadaran untuk generasi penerusnya yakni dengan memperhatikan pendidikan 
mereka.  
 
5. Adat Dan Budaya 
Indonesia merupakan negara yang didiami oleh banyak penduduk yang 
berlainan suku, ras, budaya, agama dan adat istiadat yang beraneka ragam, oleh 
karena itu Indonesia juga disebut dengan negara multikultural. Multikultural 





agama, politik, etnis dan perbedaan lainnya, yang dilakukan individual maupun 
kelompok.122 
Begitu juga dengan Masyarakat Desa Cinta Rakyat  terdiri atas beraneka 
ragam suku, ras, kepercayaan, budaya, bahasa dan adat istiadat. 
Akibat dari keberagaman tersebut banyak menimbulkan perbedaan 
kebudayaan dalam masyarakat. Penduduk Desa Cinta Rakyat ialah masyarakat yang 
heterogen, yang penduduknya 90% adalah suku Jawa. Adapun suku lain seperti: 
Batak, Mandailing,Minang, Melayu  dan sebaginya adalah pendatang dari berbagai 
daerah. Dari tempat asal mereka membawa adat istiadat tradisi yang berbeda dengan 
penduduk asli di Desa Cinta Rakyat.  Namun, hal itu tidak menjadi perpecahan bagi 
masyarakat, karena pada umumnya adat yang dibawa tidak jauh berbeda, sehingga 
mereka tidak membedakan antara satu suku dengan suku yang lain. Misalnya seperti 
budaya saat melangsungkan pernikahahan yang selalu memakai adat bawaannya. 
Walaupun terlihat banyak perbedaan dari berbagai aspek kehidupan masyarakatnya 
mereka tidak pernah keberatan akan budaya-budaya yang berlaku setiap harinya, 
bahkan akibat dari banyaknya perbedaan tersebut bisa membuat daerah menjadi 
semakian maju dan lebih berkembang. 
Namun Desa Cinta Rakyat pada umumnya mayoritas selalu menggunakan 
adat jawa seeperti: 
a. Upacara Selametan adalah untuk mendoakan para leluhur agar diberi 
ketentraman.  
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b. Upacara Tingkebon adalah untuk seorang wanita hamil 7 bulan agar 
kehamilannya selamat hingga proses persalinan.  
c. Tradisi nikah yaitu siraman, temu penganten, upacara sungkeman dan lainnya 
d. Tdek Siten adalah upacara untuk bayi belajar jalan/turun tanah, hal ini untuk 
rasa syukur orang tuanya atas kesehatan anaknya yang sudah mulai bisa 
menapakki alam sekitarnya. 
 
D. Pemerintahan Desa Cinta Rakyat 
1. Lembaga Kemasyarakatan 
Lembaga kemasyarakatan di Desa Cinta Rakyat terdiri dari beberapa 
kelembagaan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dari masyarakat Desa Cinta 
Rakyat. Adapun kelembagaan masyarakat di Desa Cinta Rakyat disajikan dalam 
bentuk tabel dibawah ini: 
Tabel 9. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Cinta Rakyat 
No Jenis Kelembagaan Jumlah 
1 LPM 1 Kelompok 
2 PKK 1 Kelompok 
3 Posyandu 10 Kelompok 
4 Kelompok Tani 5 Kelompok 
5 Karang Taruna 1 Kelompok 
6 Ormas/LSM 4 Kelompok 





Dari tabel 9 di atas, dapat disimpulkan bahwa di Desa Cinta Rakyat terdapat 
Kelembagaan masyarakat yang paling banyak adalah lembaga posyandu karena 
posyandu tersebut terdapat disetiap dusun yang ada di Desa Cinta Rakyat. 
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Cinta Rakyat 
Desa Cinta Rakyat saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa yaitu Bapak 
Suhendro ST dan dibantu para staf serta lembaga-lembaga di Desa Cinta Rakyat 
untuk menjalankan pemerinthan, adapun struktur pemerintahan yang ada di Desa 





























NIKO DIOMA S 
Kepala Dusun I 
Yus sunardi 
Kepala Dusun II 
WAGINO 
Kepala Dusun III 
SYAMSUDDIN 
Kepala Dusun IV 
SYAHERMAN 
Kepala Dusun V 
PANIO 
Kepala Dusun VI 
PONIMAN 
Kepala Dusun VII 
NGATIRIN 
Kepala Dusun VIII 
PONIMAN 
Kepala Dusun IX 
SURIONO 
Kepala Dusun X 
NURMAN 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang BPD terhadap 
Kedudukan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan BPD Di Desa Cinta 
Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. 
Implementasi merupakan upaya untuk menjalankan dan menerapkan suatu 
peraturan yang bertujuan untuk mencapai suatu ketertiban dan keteraturan, sehingga 
tujuan dari peraturan tersebut terlaksana dengan baik. Namun berdasarkan penelitian 
yang diteliti oleh penulis, implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang 
BPD terhadap kedudukan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa 
Cinta Rakyat tidak terlaksa sebagaimana yang terjadi di lapangan. Padahal 
kedudukan keterwakilan perempuan  dalam Badan Permusyawaratan Desa sangat 
penting, pastinya untuk memperjuangkan kepentingan perempuan, sebab yang lebih 
mengetahui tentang perempuan adalah perempuan sendiri. 
Keterlibatan perempuan dalam kancah pengambilan keputusan merupakan 
suatu keniscayaan untuk mendorong kebijakan publik yang berkeadilan dan pro 
terhadap perempuan. Suatu kebijakan baik legislasi maupun kebijakan lain, akan 
berpihak pada perempuan hanya jika ada engagement para perempuan, karena para 
perempuanlah yang lebih memahami keperluan subyektifnya yang akan berdampak 
langsung dan tidak langsung pada peningkatan kesejahteraan permpuan.123 
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Oleh karena itu, pada dasarnya Keterwakilan Perempuan di dalam Badan 
Permusyawaratan Desa sudah di atur di dalam Permendagri Nomor 110 tahun 2016 
tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:124 
Pasal 5 
(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya 
dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung 
atau musyawarah perwakilan. 
(2)  Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 
(sembilan) orang. 
(3)  Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.  
(4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah 
dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT 
 
Pasal 6 
Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:  
a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah;  
b.  Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan. 
 
 Pasal 8 
(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 
1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.  
(2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD 
serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan 
kepentingan perempuan.  
(3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih. 
 
 
Berdasarkan hal diatas, anggota BPD perlu memperhatikan keterwakilan 
semua unsur warga, termasuk perempuan. Dimana peraturan tersebut mengharuskan 
di setiap desa untuk menyertakan satu perempuan sebagai anggota BPD melalui 
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mekanisme pemilihan yang sudah ditetapkan panitia pemilihan BPD sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Akan tetapi nyatanya peraturan yang sudah ditetapkan masih 
belum terlaksana, hal ini jika dilihat tidak ada seorangpun keterwakilan pererempuan 
yang menduduki sebagai Anggota BPD Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei 
Tuan, Kabupaten Deli Serdang. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu sulastri, selaku sekretaris Desa 
Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang didapat 
penjelasan mengenai tidak adanya keterwakilan perempuan yang menduduki dalam 
BPD sebagai berikut:125  
“Kurang minatnya perempuan dalam mengikuti lembaga pemerintahan 
yaitu  Lembaga BPD, Karena perempuan masih kurangnya pengetahuan 
dan pada umumnya perempuan selalu menganggap yang layak menduduki 
lembaga pemerintahan desa (BPD) adalah laki-laki, oleh karena itu dari 11 
dusun di desa cinta rakyat tidak ada satupun perempuan yang ikut 
mencalonkan diri dalam Anggota BPD” 
 
Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Kepala Dusun X Desa Cinta 
Rakyat, yaitu Bapak Nurman Bagong, ia mengatakan:126 
“Masyarakat desa masih bercorak patriarkis atau lebih mengunggulkan 
laki-laki, perempuan dianggap belum cocok menjadi pemimpin selagi 
masih ada laki-laki. Dalam sistem patriarki yang dianut saat ini, 
perempuan jarang sekali dicalonkan, bahkan ketika di ajukan perempuan 
kerap menolak, dengan berbagai macam alasan yaitu merasa tidak pantas, 
malu, belum mempunyai kemampuan ataupun tidak terbiasa di depan 
publik”. 
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Penulis juga menanyakan kepada KADUS III, yaitu bapak ending apakah di 
setiap pemilihan anggota BPD Desa Cinta Rakyat selalu tidak ada calon perempuan 
atau hanya disaat pemilihan tahun 2020 saja, namun ia mengatakan:127 
“Sebelum pemilihan tahun 2020 sebenarnya BPD Desa Cinta Rakyat, 
mempunyai satu anggota perempuan yang bertugas sebagai peran wanita 
BPD, hanya saja anggota perempuan tersebut dirasa kurang efektif dalam 
menjalankan tugasnya dimana setiap ada rapat kerja anggota BPD untuk 
membahas dan menyaring segala aspirasi masyarakat Desa Cinta Rakyat 
selain dilakukan di kantor desa juga terkadang dilakukan di rumah salah 
satu anggota BPD yang lain di malam hari, jadi perempuan sangat merasa 
keberatan” 
 
Dari penjelasan salah satu KADUS diatas, dapat dilihat bahwa telah terjadi 
kemunduran partisipasi perempuan dimana sebelum pemilihan anggota BPD pada 
tahun 2020 sudah ada perempuan yang terlibat dalam kepengurusan anggota BPD 
yang menjabat sebagai peran perempuan BPD meskipun dianggap belum optimal 
dalam menjalankan kewajibannya karena berbagai kemungkinan kendala yang 
dihadapi.  
Padahal perempun sebagai bagian dari sumber daya manusia (SDM) dalam 
pembangunan masyarakat merupakan salah satu unsur yang tidak boleh diabaikan. 
Pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan 
berbagai potensi yang ada sehingga memungkin dirinya dapat berpartisipasi dalam 
pembangunan, politik maupun pemerintahan.128  
Oleh karena itu, keterwakilan perempuan sebenarnya memiliki peluang yang 
sangat besar untuk dapat menduduki suatu jabatan di pemerintahan Desa Cinta 
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Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.  Hal ini terbukti jika 
dilansir dari demografi kependudukan yang ada di Desa Cinta Rakyat, jika dilihat 
dari jumlah penduduk di Desa Cinta Rakyat jumlah perempuan menunjukkan 6.804 
Jiwa dan laki-laki 7.041 Jiwa  dari jumlah keseluruhan penduduk di Desa Cinta 
Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang adalah 13.845 Jiwa. 
Maka dapat disimpulkan jika dilihat jumlah penduduk perempuan dan laki-laki 
hampir seimbang. Dengan demikian, seharusnya tidaklah sulit bagi perempuan untuk 
dapat menempati posisi sebagai anggota BPD. Namum, dalam pelaksanaanya hasil 
yang di dapatkan tidak mampu menempatkan seorang perempuan dalam posisi 
sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa. 
Dilihat dalam tingkat partisipasi perempuan masih sangat rendah dan perlu 
untuk terus di tingkatkan dengan berbagai hambatan-hambatan yang di hadapi baik 
dari pemerintah selaku pengambil kebijakan maupun dari perempuan itu sendiri. 
Hambatan apa yang di hadapi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi 
perempuan perlu segera di carikan solusinya tanpa banyak pertimbangan. 
Menurut penjelasan dari bapak Aji Kurnedi selaku bidang Kaur Umum Desa 
Cinta Rakyat dan sekaligus panita pemilihan BPD, ada beberapa faktor penyebab 
mengapa di Desa Cinta Rakyat tidak ada satupun calon anggota BPD dari 
perempuan, antara lain:129 
“Kurangnya pengetahuan perempuan, karena pada umumnya masyarakat 
Desa Cinta Rakyat, hanya tamat SMP,Sekaligus masih adanya budaya 
maupun pandangan di masyarakat bahwa perempuan cukup di rumah saja 
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untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga yang 
harus mengurus rumah, suami dan anak”. 
 
Senada dengan hasil wawancara Kaur Pemerintahan yaitu Wulandari di Desa 
Cinta Rakyat menjelaskan bahwa:130 
“Didalam setiap pengambilan keputusan, perempuan hanya menjadi 
pelengkap dan sebagai pemberi saran di dalam musyawarah. Dan 
kebanyakan perempuan hanya menyetujuan apa yang telah dihasilkan tanpa 
mampu memberi gagasan ataupun ide. Kurang dilibatkanya perempuan di 
dalam musyawarah atau pengambilan keputusan dikarnakan dari sisi 
kapasistas dan kemampuan di anggap kalah dengan laki-laki” 
 
Dilihat dari hal diatas,  pada umumnya kaum perempuan, seolah menjadi 
mindset bersama bahwa pihaknya adalah pihak kedua setelah lelaki tidak sepenuhnya 
benar dan harus dilakukan upaya untuk mengurangi mindset tersebut. Tidak adanya 
keterwakilan perempuan di parlemen desa  karena masih adanya keraguan dari pihak 
perempuan itu sendiri untuk ikut serta berpartispasi dalam dunia politik. Alasan 
lainnya disebabkan pemikiran perempuan yang tertanam dalam benaknya bahwa 
politik itu tidak harmonis, adanya sengketa ideolagi, keras, dan banyak lagi label 
negative, apalagi sekarang didukung oleh pihak media massa yang tidak pernah 
berhenti untuk menyorot kegiatan politik di parlemen desa, dan sorotan-sorotan itu 
justru menjadi pemicu penilaian negatif terhadapnya. Tidak heran jika banyak wanita 
berpendapat bahwa politik harus menjadi urusan laki-laki sehingga perempuan tidak 
perlu berpolitik. Budaya patriarki terlihat jelas masih mengakar kuat dalam 
pemikiran masyarakat Indonesia.131 
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Dapat disimpulkan dari data atas, dapat dikategorikan sebagai faktor 
pengahambat internal yang berasal dari masyarakat itu sendiri karena nilai patriarki 
masih cukup kental dalam masyarakat di Desa Cinta Rakyat. Nilai atau budaya 
tersebut memenag sangat sulit untuk di hilangkan. 
Budaya patriarki masih melekat pada umumnya dalam kehidupan 
masyarakat, hal inilah yang menandakan bahwa laki masih pada posisi paling atas 
karena hampir semua masyarakat Indonesia pada umumnya menganut sistem 
patriarki sehingga posisi perempuan perempuan dalam masyarakat masih dipandang 
tidak melebihi laki-laki dan laki-laki juga selalu diposisikan paling utama, unggul 
dan dominan dalam msyarakat bahkan pemerintahan. Dan awal munculnya budaya 
patriarki mengacu pada kondisi sosial budaya yang memberikan pandangan bahwa 
laki-laki adalah superior. Budaya seperti ini tumbuh pada masyarakat zaman dulu 
dan menciptakan mitos-mitos tertentu dan budaya patriarki juga muncul dari 
perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan.132 
Sehingga jika ditelaah terhadap peran perempuan dalam mengikuti politik 
dengan melihat asumsi dasar  di atas masih sangat kurang. Pembicaraan lain yang 
menjadi kendala utama adalah adanya cara pandang yang patriarki oleh laki-laki, 
bahkan mayoritas kaum perempuan sendiri masih dikuasai oleh cara pandang dan 
memperlakukan perempuan secara patriarki. Budaya patriarki dikalangan masyarakat 
mengakar dan mendominasi tiap ruang kehidupan keseharian, tentu ini di adopsi oleh 
masyarakat konvensional. Masyarakat yang masih kuat memegang kuat adat dan 
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budaya murni. Iklim dominasi kaum laki-laki sangat kuat meskipun dibenarkan 
bahwa laki-laki hadir sebagai dominator, lihat saja kehidupan di Desa Cinta Rakyat 
ini masih mengakarnya budaya patriaki yang mana label dan cap yang diberikan 
pada sosok perempuan sangat kental dengan nuansa pihak lemah.133 
Pada dasarnya, perempuan memiliki hak secara penuh terhadap pemenuhan 
kebutuhan tentang dirinya, termasuk berpolitik. Hasrat sebagai manusia, kesamaan 
akan kebutuhan membenarkan bahwa perempuan mempunyai kedudukan setara 
membawa kepemimpinan di muka bumi ini. Kontestasi politik tidak menitik beratkan 
pada pembatasan gender, namun beradu dalam ruang kompetensi, siapa saja yang 
memiliki kemampuan untuk menembus posisi kepemimpinan maka ia akan disebut 
layak sebagai pemimpin, baik itu kaum laki-laki maupun perempuan. Permpuan 
memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara dalam mengatur 
kesejahteraan rakyat sebagai bagian penting suatu bangsa. Namun, realitas terjadi, 
perempuan masih tersekat dengan tidak adanya ruang aktualisasi politiknya.134 
Disisi lain dari hasil wawancara dengan Bapak Drs.Pangmujiatno selaku 
ketua dalam pembentuk BPD di Desa Cinta Rakyat, didapatkan keterangan bahwa:135 
“Pemilihan anggota BPD di Desa Cinta Rakyat dilakukan dengan musyarah 
mufakat yang dihadiri oleh jajaran perangkat desa, toko masyarakat dan 
kepala dusun serta toko masyarakat perwakilan dusun. Sebelum adanya 
musyawarah yang dilakukan kepala desa telah membentuk tim panitia 
pembentuk BPD  yang terdiri atas unsur perangkat desa dan masyarakat 
dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional dengan ditetapkan 
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melalui keputusan Kepala Desa. Pemilihan anggota dilakukan dengan 
pemungutan suara oleh unsur masayarakat yang mempunyai hak pilih”. 
 
Namun dari hasil wawancara salah satu tokoh masyarakat dan sekaligus 
sebagai salah satu pemilih dari perwakilan Dusun X Desa Cinta Rakyat yaitu Legito, 
ia mengatakan:136 
“Kurangnya informasi yang didapat bahwa akan diadakan pemilihan anggota 
BPD di desa Cinta Rakyat, panitia tidak menyebarkan luas informasi 
tersebut di Desa Cinta Rakyat, namun panitia hanya melengketkan 
informasi  sepotong surat dikantor desa. Maka masyarakat banyak yang 
tidak mengetahui adanya pemilihan BPD, maka dipastikan dalam hal ini 
masyarakat khususnya perempuan tidak banyak mengetahui informasi ” 
 
Selanjutnya hasil wawancara dari beberapa tokoh masyarakat yang 
disimpulkan, karena pernyataannya sama, mereka mengatakan bahwasannya:137 
“Panitia pembentukan BPD kurang  mensosialiasasikan bahwasannya harus 
ada (wajib) keterwakilan perempuan yang menduduki Anggota BPD Di 
Desa Cinta Rakyat, sehingga kami tidak mengetahui mengenai aturan yang 
telah diberlakukan, oleh karena itu perempuan tidak antusias mengikuti 
untuk mencalonkan anggota BPD”. 
 
Hal ini senada dengan hasil wawancara oleh Bapak Erwanto, selaku anggota 
panita penetapan BPD Di Desa Cinta Rakyat:138 
“ia kurang mengetahui dasar hukum teknis pemilihan sehingga ia 
mengakatan bahwasanya pemilihan BPD dilakukan seperti pemilih pada 
umumnya, sehingga siapapun yang mendaftarkan diri menjadi calon dan 
lolos dalam peyeleksian maka dia bisa menjadi calon BPD yang akan dipilih 
nantinya, dan seputar sosialisasi kepada masyarakat ia juga mengatakan 
bahwasannya panita memang tidak ada mensosialiasikan mengenai sistem 
pemilihan maupun siapa saja yang akan duduk menempati BPD, sehingga 
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saya sendiripun baru mengetahui bahwasannya harus ada keterwakilan 
perempuan yang menempati kedudukan dalam BPD.” 
 
Oleh karena itu, dari panitia penetapan BPD di Desa Cinta Rakyat tidak 
memahami aturan yang sebagaimana menjadi dasar acuan dalam pemilihan BPD 
yang harus adanya keterwakilan perempuan minimal satu orang, yang saat di tanya 
banyak tidak mengetahui mengenai dasar hukum acuan pemilihan BPD, maka inilah 
yang paling fatal namun terjadi di pemerintahan Desa Cinta Rakyat, Kecamatan 
Percut sei tuan, maka bagaimana panitia penetapan BPD Desa Cinta Rakyat dapat 
mensosialisasikan serta mengimplementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang 
BPD terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat 
taersebut sedangkan mereka tidak megetahui dasar aturan dalam pemilihan BPD 
sehingga inilah salah satu penyebab utamanya. 
Dari hasil penelitian yang penulis amati dari faktor external diatas dapat 
disimpulkan bahwa belum adanya calon perempuan dalam keanggotan sebagai 
anggota BPD dikarnakan kurangnya informasi dan sosialiasi bahwa di dalam Badan 
Permusyawaratan Desa harus memperhatikan keterwakilan perempuan, namun 
dalam kenyataanya masyarakat belum mengetahuinya, karena Panitia Pemilihan 
BPD tidak memberi tahu bagaimana seharusnya yang akan duduk dalam pemilihan 
tersebut, sehingga tidak ada yang mendaftar seorangpun perempuan untuk mewakili 
anggota BPD di desa Cinta Rakyat. Oleh sebab itu, dalam pemilihan di Desa Cinta 
Rakyat masyarakat hanya memilih calon yang menurut mereka mampu untuk 
menyampaikan aspirasi dari masyarakat tanpa memperhatikan dan melihat ada atau 






B. Kondisi/Keadaan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan BPD Di Desa 
Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. 
Ketika membahas mengenai kondisi/keadaan keterwakilan  perempuan dalam 
pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat, pasti tak luput dari berbicara politik, maka 
harus berbicara insan politiknya. Insan politik yang dimaksud di sini adalah manusia 
sebagai pelaku dan sekaligus obyek politik. Pada dasarnya semua wacana pelaku 
politik telah menjadi kajian dan ulasan dari kitab-kitab fiqh politik, namun dalam hal 
ini masih ada wacana pelaku politik yang terlupakan, yaitu wacana politik kaum 
perempuan. Sebagai salah satu pelaku dan pencipta wacana politik, kaum perempuan 
tidak mendapat tempat yang berarti, bahkan termaginalkan. Diakui atau tidak, 
domain yang disediakan oleh fiqh politik, misalnya tentang lembaga-lembaga 
pemerintahan, seperti Imamah, perwakilan, kementerian dan sebagainya. Tampaknya 
lebih akrab dengan aktivitas laki-laki dibandingkan dengan aktivitas perempuan.139 
Keputusan tentang persoalan-persoalan politik sangat diperhitungkan dan 
dihargai dalam rangka memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan 
masyarakatnya sendiri.140  Dalam QS. al-nisa ayat 59 Allah SWT berfirman: 
ْوهُ  ُسْوَل َواُوِلى اْْلَْمِر ِمْنكُْمْۚ فَِاْن تَنَاَزْعتُْم فِْي شَيْ ٍء فَُردُّ َ َواَِطْيعُوا الرَّ ا اَِطْيعُوا ّٰللاه ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوٰٓ
اَْحَسُن تَ أِْوْيًل  ِخِرِۗ ٰذِلَك َخْيٌر وَّ ِ َواْليَْوِم اْْلٰ ُسْوِل اِْن ُكنْتُْم تُْؤِمنُْوَن بِاّٰلله ِ َوالرَّ   اِلَى ّٰللاه
 
Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
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beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa': 59)141 
 
Ayat tersebut menjelaskan tentang pemerintahan dalam suatu negara 
dipercayakan bagi seorang pemimpin atau lembaga perwakilan. Semua orang muslim 
yang telah dewasa mendapat hak untuk ikut serta dalam pemilihan, baik secara 
langsung dan tidak langsung. Dengan demikian sebagai anggota umat secara 
keseluruhan, perempuan juga berhak untuk menentukan nasibnya sendiri dan nasib 
bangsanya. Karena semua individu mempunyai hak untuk memilih dan menduduki 
jabatan di jajaran pemerintahan. 
Namun keterwakilan perempuan dalam pemilihan Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD)  di Desa  Cinta Rakyat tidak ada yang mendaftar/kosong untuk 
keterwakilan perempuan, sehingga hasil pemilihan tidak ada seorangpun perempuan 
yang terpilih dalam BPD, maka otomatis perempuan tidak ada yang menduduki kursi 
BPD. Karena perempuan memilih sesuai dengan  pandangannya dalam pemilihan 
BPD di Desa Cinta Rakyat adalah perempuan  menunjukkan sifat yang acuh tak acuh 
atau tidak perduli pada saat pemilihan BPD melihat tidak ada wakil perempuan tidak 
ada seorangpun yang mencalonkan, karena pada umumnya mereka kurang mendapat 
informasi dan sosialisasi, maka mereka  tidak memperhatikan ada atau tidaknya 
perempuan yang mencalonkan diri dan mereka hanya berpandangan bahwa mereka 
sebagai pemilih melaksanakan tugasnya memilih tanpa memperhatikan ada atau 
tidaknya keterwakilan perempuan, padahal pada umumnya keterwakilan perempuan 
adalah untuk memperjuangkan hak politik perempuan sendiri. 
                                                          





Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan ibu fatemih yaitu masyarakat 
dari dusun X, ia mengatakan:142 
“Saya pada saat pemilihan BPD dibalai Desa Cinta Rakyat saya tidak 
melihat adanya keterwakilan perempuan, kemudian saya juga baru tahu 
ternyata memang harus ada keterwakilan perempuan di dalam BPD untuk 
menyuarakan perempuan, yang saya tau pada saat pemilihan saya hanya 
melihat calon-calonnya semua laki-laki maka saya memilih menurut saya 
bisa mewakili masyarakat, dan sebelumnya memang belum ada sosialisasi 
dari Desa mengenai keterwakilan perempuan maka saya memandang 
siapapun yang akan duduk maka sama saja nantinya” 
 
Selanjutnya menurut ibu suriani warga dusun VIII Desa Cinta Rakyat, ia 
mengatakan:143 
“Untuk siapapun yang terpilih pada umumnya semuanya sama aja yang 
dirasakan masyarakat, maka mau ada keterwakilan perempuan atau tidak 
rasanya semua sama tidak ada bedanya”. 
 
Sepemahaman dari hasil wawancara dari lastri Mujinah Dusun IX Desa 
Cinta Rakyat, ia mengatakan:144 
“Warga Desa Cinta Rakyat merasa acuh tak acuh dalam hal pemilihan 
anggota BPD, hal ini di dasarkan pada : 1) kurangnya sosialisasi dari 
pemerintahan Desa mengenai pemilihan anggota BPD serta masih belum 
transparansinya informasi mengenai lembaga pemerintahan di Desa 
tersebut. 2) Kurang terbukanya informasi oleh aparatur Desa juga 
merupakan salah satu indikator penyebab masyarakat bersikap apatis 
terhadap pemilihan anggota BPD di Desa ini”. 
 
 
C. Tinjuan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Permendagri No.110 Tahun 
2016 Tentang BPD terhadap kedudukan keterwakilan perempuan dalam 
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Pemilihan BPD Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, 
Kabupaten Deli Serdang. 
  Fiqh siyasah berasal dari dua kata, yaitu fiqh dan siyasah. Fiqh secara 
etimologi berasal dari kata Faqaha-yafqahu-fiqhan berarti paham yang mendalam.145 
Sedangkan secara terminologi menurut wahbah az-Zuhaili mendefenisikan fiqh 
adalah :146 
 
ْر ِعيَِّة اْلعََمِليَِّة اْلمُ  تَِها التَّْفِصْيِليَّةِ ْكتََسِب ِمْن أَِدلَّ اَْلِعْلُم بِا ألَ ْحَكاِم الشَّ  
“Pengetahuan tentang hukum syara’ yang berhubungan dengan amal 
perbuatan, yang digali dari dalil yang terperinci.”  
 
Sedangkan kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus 
dan memerintah, atau pemerintahan, politik, dan pembuatan  kebijaksanaan. maka, 
pengertian ini menandakan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan 
membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis.147 Secara terminologi, 
siyasah didefenisikan oleh oleh para ahli diantaranya Abdul Wahab Khallaf 
mendefenisikan bahwa “siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan 
untuk memelihara ketertiban dan kemashlahatan serta mengatur keadaan”.148 
Louis Ma’ruf menyatakan bahwa “siyasah adalah membuat kemashlahatan 
manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan”. Ibn Manzhur 
                                                          
145 Amir Syarifuddin, Pembaruan Pemikiran Dalam Islam( (Jakarta: P3M, 2005), hlm. 15.  
146  Arianti,  Ushul Fiqh, diambil dari https://studylibid.com/doc/237522/2.-ushul-fiqh, Pada 
tanggal 3 September 2021, Puku. 10.12 Wib. 
147 Ibn Manzhur, lisan al-arab, juz 6 (Birut: Dar al-shadr, 1968), hlm. 108. 





mengartikan siyasah adalah “mengatur atau memimpin sesuatu yang megantarkan 
mannusia ke pimtu kemashlahatan”.149 
Dari pengertian fiqh dan siyasah diatas, maka dapat diartikan bahwa fiqh 
siyasah merupakan salah satu kajian hukum islam yang membahas dan 
membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan umat manusia baik 
secara bernegara dengan tujuan demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu 
sendiri. 150Fiqh siyasah juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari seluk 
beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan 
dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-
dasar syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sumber-sumber pokok fiqh 
siyasah adalah Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan 
bagi pemegang kekuasaan untuk menciptakan perundang-undangan dan mengatur 
kekuasaan.151 
Dalam Fiqh siyasah mempunyai peran untuk melakukan kebijakan-kebijakan 
politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak 
bertentangan dengan dasar-dasar negara. Maka dalam hal yang berhubungan 
terhadap implementasi permendagri No.110 Tahun 2016 tentang BPD terhadap 
kedudukan keterwakiilan perempuan dalam pemilihan BPD ini termasuk kedalam 
kajian Siyasah Dusturiyah. Menurut Muhammad Iqbal yang tertuang di dalam 
bukunya “Konstektualisasi doktrin politik islam” Siyasah Dusturiyah adalah bagian 
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fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini 
dibahas antara lain peneran legislasi (menerapkan bagaimana cara perumusan 
undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam 
perundang-undangan tersebut. Selain itu, kajian ini juga membahas konsep negara 
hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga 
negara. Sehingga tujuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini untuk 
merealisasikan kemaslahatan manusia dan unuk memenuhi kebutuhan manusia yang 
merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah. Karena itu, objek kajian Siyasah 
Dusturiyah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan 
guna untuk mengatur negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran islam.152 
Dalam kajian fiqh siyasah keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai 
lembaga legislatif ditingkat desa dikatakan sama dengan ahlu al-halli wa alaqdi. 
Ahlu al-halli wa al-aqdi adalah sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat 
(rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya 
kemaslahatan hidup mereka. 153 Karena ahlu al-halli wa al-aqdi sebagai orang yang 
memilki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. 
Karena itu keberadaan ahlu al-halli wa al-aqdi ini mempunyai tugas dan wewenang 
diantaranya adalah:154 
1. Memilih dan membaiat pemimpin.  
2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat.  
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3. Membuat Undang-Undang yang mengikat seluruh umat didalam hal- hal 
yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadist.  
4. Mengawasi jalannya pemerintahan. 
Adapun tugas ahlu al-halli wa al-aqdi selanjutnya  yaitu bermusyawarah 
dalam perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang, menetapkan 
Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan 
dasar-dasar syariah islam terutama Al-Quran dan sunah.155  
Dengan demikian, implementasi permendagri No.110 Tahun 2016 tentang 
BPD terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat 
dalam hal ini  masuk kedalam Siyasah Dusturiyah  bagian tashri’iyyah adalah salah 
satu bagian dari Siyasah Dusturiyah yang membahas dan mengkaji tentang 
kekuasaan pemerintah islam dalam menetapkan hukum oleh lembaga legislatif. 156  
Sehingga ruang lingkup Bidang siyasah tasyri’iyah, termasuk dalam persoalan ahlu 
halli wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslimin dengan non muslim 
di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, UndangUndang, peraturan 
pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.157 
  Kedudukan perempuan dalam fiqh siyasah merupakan agenda tersendiri dan 
penting untuk dilihat. Persoalannya tidak sekedar mempertanyakan kembali boleh 
dan tidaknya perempuan menjadi imam (pemimpin), tetapi bagaimana konsepsi fiqh 
dalam memandang peran politik perempuan secara umum. Secara garis besar, dalam 
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membicarakan keberadaan hak-hak kaum perempuan berpolitik terdapat pendapat 
liberal-progresif yang membolehkannya perempuan berpolitik. Pendapat liberal-
progresif adalah yang menyatakan bahwa Islam sejak awal telah memperkenalkan 
konsep keterlibatan perempuan dalam peran politik. Secara eksplisit kelompok ini 
mengatakan bahwa perempuan mempunyai hak pilih dalam berpolitik. Mereka juga 
diizinkan memangku tugas-tugas politik seberat yang dipangku oleh laki-laki. 
 Pada awal Islam, kiprah politik perempuan tidak asing lagi bagi kita, 
setidaknya dipahami bahwa peran politik para sahabat perempuan adalah merupakan 
langkah positif, dibolehkan oleh ajaran Islam; artinya tidak diharamkan.158 
Dalam pandangan agama pun juga tidak ada larangan bagi kaum perempuan 
untuk berperan dalam keikutsertaannya dalam pemerintahan.159 Hal tersebut senada 
dengan apa yang telah termaktub dalam Al-quran dimana antara laki-laki dan 
perempuan tidak ada yang dibedakan antara memilih atau dipilih untuk dapat 
mengatur urusan masyarakat (umum), seperti yang terdapat dalam Surat At-Taubah 
ayat 71: 
َواْلُمْؤمِ نُْوَن َواْلُمْؤِمٰنُت بَعُْضُهْم اَْوِليَۤاُء بَْعٍضٍۘ يَأُْمُرْوَن بِاْلَمْعُرْوِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُِقيُْموْ َن 
َ َعزِ يْ ٌز َحِكيْمٌ  ُ ِۗاِنَّ ّٰللاه ىَِٕك َسيَْرَحُمُهُم ّٰللاه
ۤ
َ َوَرسُْولَٗه ِۗاُوٰل ٰكوةَ َويُِطيْعُْوَن ّٰللاه ٰلوةَ َويُْؤتُْوَن الزَّ  الصَّ
“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagaian 
mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh 
(berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan 
sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-nya. Mereka 
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akan diberi rahmat oleh Allah swt. Sungguh, Allah maha perkasa lagi maha 
bijaksana” (At-Taubah : 71).160 
 
   Oleh sebab itu, tidak ada nash secara jelas yang melarang keterwakilan 
perempuan didalam lembaga perwakilan BPD. Adapun yang diperintahkan adalah 
menyerahkan perkara kepada ahlinya dan mendahulukan orang yang lebih kompeten 
dari pada yang kurang kompeten. Sehingga hal ini sesuai dengan firman allah Q.s 
An-Nisa ayat 58 yang berbunyi: 
ِعُظُكْم بِٖه ِۗ    ا يَ َ نِِعمَّ ى اَْهِلَهۙا َواَِذا َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس اَْن تَْحُكُمْوا بِ اْلعَْدِل ِۗ اِنَّ ّٰللاه
ٰلٰٓ َ يَأُْمُرُكْم اَْن تَُؤدُّوا اْْلَٰمٰنِت اِ اِنَّ ّٰللاه
َ َكاَن َسِمْيعًۢا َبِصْيًرا  اِنَّ ّٰللاه
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa  ayat  58).161 
 
Sehingga makna kandungan ayat tersebut dapat disimpulkan yaitu 
bahwasannya Ibnu Hazm berkata:  
“Ayat diatas ditujukan dengan keumumannya kepada laki-laki dan 
perempuan, perlu di singgung mengenai hukum tentang pengangkatan 
perempuan menjadi pemimpin atau wakil rakyat yang diberi mandat untuk 
ikut andil agar mensejahterakan rakyatnya. menarik dari kejadian bangsa 
Persia bukan terletak pada pengangkatan perempuan menjadi wakil rakyat 
melainkan dari rusaknya sistem hukum mereka (penduduk Persia) dan tidak 
menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, 
menyerahkan perkara mereka kepada anak perempuan kisra yang tidak layak 
untuk dijadikan pemimpin”.162 
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Dapat disimpulkan sah-sah saja bilamana perempuan dijadikan sebagai 
pemimpin ataupun wakil rakyat khususnya didalam lembaga perwakilan, tetapi untuk 
menjadikan perempuan sebagai anggota perwakilan harus mempunyai kompeten 
yang memenuhi syarat agar tidak terjadinya kerusakan sistem hukum negara. 
Dengan demikian seharusnya suatu lembaga pemerintahan dan masyarakat 
harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat sesuai amanah Q.s An-Nisa 59: 
ْوهُ  ُسْوَل َواُوِلى اْْلَْمِر ِمْنكُْمْۚ فَِاْن تَنَاَزْعتُ ْم فِْي شَْيٍء فَُردُّ َ َواَِطْيعُوا الرَّ ا اَِطْيعُوا ّٰللاه ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوٰٓ
ِخِرِۗ ٰذِلَك َخْيٌر وَّ اَْحَسُن تَأِْوْيًل  ِ َواْليَْوِم اْْلٰ ُسْوِل اِْن ُكنْتُْم تُْؤِمنُْوَن بِاّٰلله ِ َوالرَّ   اِلَى ّٰللاه
 
Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa': 59).163  
 
Berdasarkan ayat Q.S An-Nisa’:59 menegaskan bahwasannya harus mentaati 
pemimpin, sehingga peraturan yang dibuat oleh pemimpin seperti Peraturan Mentri 
Dalam Negeri No.110 Tahun 2016 Tentang Kedudukan keterwakilan  perempuan 
yang harus duduk dalam BPD yang dengan ayat diatas dapat dilihat harus 
dilaksanakan, karena tujuan peraturan perundang-undangan dibuat untuk 
merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang 
merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah. 
Dari pandangan fiqh siyasah dusturiyah seharusnya suatu lembaga 
pemerintahan dan masyarakat harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat serta di 
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dalam Islam pun tidak melarang perempuan menjadi wakil rakyat ataupun pemimpin 
sepanjang dia mampu dan mau mengemban amanah yang menjadi tanggung 
jawabnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam pemilihan anggota BPD 
Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang belum 
sepenuhnya menjalankan aturan yang dibuat khususnya untuk kedudukan 
keterwakilan perempuan. Sehingga jika tidak ada yang mewakili perempuan hak 
perempuan merasa merugi karena sejatinya keterwakilan prempuan dalam Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) pastinya memperjuangkan hak-hak perempuan dan 
politik perempuan dapat lebih mudah diperhatikan, karena yang mengetahui kondisi 
perempuan adalah perempuan itu sendiri. Namun  kenyataanya yang terjadi pada 
BPD di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan dapat dilihat tidak ada 
seorangpun perempuan yang menduduki keanggotaan BPD, sehingga implementasi 
permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang keterwakilan perempuan dalam pemilihan 









Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis susun dalam skripsi ini, diperkuat 
dengan data-data dari lapangan terkait Implementasi Permendagri No.110 Tahun 
2016 Tentang BPD Terhadap Kedudukan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan 
BPD Di Tinjau Dalam Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut 
Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang). Maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang BPD terhadap 
kedudukan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat 
belum terlaksana. Sebab tidak ada perempuan yang mencalonkan dalam 
pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat, oleh karena itu otomatis tidak ada yang 
menduduki sebagai keterwakilan perempuan dalam BPD, sehingga dinilai tidak 
menjadikan Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang BPD terhadap kedudukan 
keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat sebagai 
pedoman.  Hal ini jika dilihat karena adanya faktor internal dan eksternal adalah 
Budaya patriarkis masih cukup kental dalam masyarakat di Desa Cinta Rakyat 
yaitu lebih mengunggulkan laki-laki, perempuan menganggap belum pantas 
menjadi lembaga BPD selagi masih ada laki-laki, Kemudian ketidaktahuan 
panitia pemilihan BPD mengenai aturan Permendagri No.110 Tahun 2016 
tentang kedudukan keterwakilan perempuan dalam BPD yang harus menduduki 





Rakyat karena tidak ada informasi dan sosialisasi dari panitia pemilihan BPD 
karena panitia pemilihan BPD sendiripun kurang paham mengenai aturan 
tersebut, padahal keterwakilan perempuan untuk memperjuangkan hak 
perempuan sebab pada umumnya yang mengetahui tentang perempuan adalah 
perempuan sendiri. 
2. Kondisi/keadaan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta 
Rakyat yaitu keterwakilan perempuan dalam pemilihan Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD)  di Desa  Cinta Rakyat tidak ada yang mendaftar/kosong untuk 
keterwakilan perempuan, sehingga hasil pemilihan tidak ada seorangpun 
perempuan yang terpilih dalam BPD, maka otomatis perempuan tidak ada yang 
menduduki kursi BPD, karena perempuan  menunjukkan sifat yang acuh tak acuh 
atau tidak perduli pada saat pemilihan BPD melihat tidak ada wakil perempuan 
yang mencalonkan, hal ini didasarkan pada : 1) Kurangnya sosialisasi dari 
pemerintahan Desa mengenai pemilihan anggota BPD di Desa Cinta Rakyat. 2) 
Kurang terbukanya informasi oleh aparatur Desa juga merupakan salah satu 
indikator penyebab masyarakat bersikap apatis terhadap pemilihan anggota BPD 
di Desa Cinta Rakyat. Sehingga pemilih perempuan tidak memperhatikan ada 
atau tidaknya keterwakilan perempuan yang mencalonkan diri dan  hanya 
berpandangan bahwa sebagai pemilih melaksanakan tugasnya memilih tanpa 
memperhatikan ada atau tidaknya keterwakilan perempuan, padahal pada 






3. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 
tentang BPD terhadap kedudukan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD 
di Desa Cinta Rakyat masuk kedalam konteks pembahasan siyasah dusturiyah 
yaitu membahas masalah perundang-undangan negara. Namun dalam hal ini 
siyasah dusturiyahnya masuk kedalam bagian tashri’iyyah adalah salah satu 
bagian dari Siyasah Dusturiyah yang membahas dan mengkaji tentang kekuasaan 
pemerintah islam dalam menetapkan hukum oleh lembaga legislatif. Sehingga 
hasil penelitian menunjukkan implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 
tentang kedudukan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di desa cinta 
rakyat  pelaksanaannya belum sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Karena 
kurang patuhnya masyarakat dan panitia pemilihan BPD kepada peraturan yang 
telah dibuat, sehingga menyebabkan peraturan ini tidak berjalan sesuai yang 
diharapkan. Sedangkan dalam islam sudah dikatakan setiap orang wajib 
mematuhi peraturan jika sudah memenuhi syar’i.  Kerena pada dasarnya sebuah 
kebijakan di buat adalah untuk di patuhi, sehingga dapat mencapai kemaslahatan 
dalam bernegara maupun bermasyarakat. Sehingga seharusnya suatu lembaga 
pemerintahan dan masyarakat harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat serta 
di dalam Islam pun tidak melarang perempuan menjadi wakil rakyat sepanjang 
dia mampu dan mau mengemban amanah yang menjadi tanggung jawabnya. 
Namun  kenyataanya yang terjadi pada BPD di Desa Cinta Rakyat dapat dilihat 
tidak ada seorangpun perempuan yang menduduki keanggotaan BPD, sehingga 







Dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, agar 
implementasi Permendagri No 110 Tahun 2016 tentang BPD terhadap kedudukan 
keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat dapat 
dilaksanakan dengan efektif, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 
1. Seharusnya dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat, pemerintahan Desa 
harus menetapkan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD sesuai dengan 
amanat Permendagri No.110 Tahun 2016 sebagai pedoman dalam menetapkan 
keanggotaan BPD di Desa Cinta Rakyat.   
2. Untuk mengantisipasi jika tidak ada keterwakilan perempuan yang terpilih dalam 
BPD seharusnya pemerintah pembuat undang-undang harus menambahkan pasal 
yang mengatur mengenai  pemberlakuan sanksi tegas yang harus diatur dalam  
Permendagri No.110 Tahun 2016  jika tidak adanya keterwakilan perempuan 
yang menduduki kursi BPD. 
3. Untuk mencapai apa yang diinginkan Fiqh Siyasah, seharusnya implementasi 
Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang kedudukan keterwakilan perempuan 
dalam pemilihan BPD di desa cinta rakyat  pelaksanaannya harus sesuai dengan 
prinsip-prinsip fiqh siyasah. Karena kurang patuhnya masyarakat dan panitia 
pemilihan BPD kepada peraturan yang telah dibuat, sehingga menyebabkan 
peraturan ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Sedangkan dalam islam 
sudah dikatakan setiap orang wajib mematuhi peraturan jika sudah memenuhi 
syar’i, karena pada dasarny  kebijakan di buat untuk di patuhi. Dalam islampun 
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